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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA
STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2015-2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum nasional yang menjamin
tegaknya supremasi hukum dan kepastian hukum serta pemajuan Hak
Asasi Manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran. Tak kalah
pentingnya sebagai Kementerian yang mengemban tugas dibidang hukum
dan Hak Asasi Manusia juga harus mewujudkan hukum sebagai Panglima

yang memberikan rasa aman, adil, dan kepastian berusaha.

Dalam kerangka melaksanakan visi dan misi Presiden secara utuh
melalui Trisakti yaitu kedaulatan dalam politik, berdikari dalam ekonomi,
dan kepribadian dalam kebudayaan yang secara implementatif dalam
Nawacita ke-4 yaitu memperkuat kehadiran negara dalam melakukan
reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat

dan terpercaya.

Esensi dari trisakti dan nawacita tersebut jika dikaitkan dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-
2019 adalah memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai
bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif
perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber
daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan mewujudkan

teknologi yang terus meningkat ini sebagaimana tahapan RPJMN ke-3
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yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara
menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya
saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya
alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan

teknologi yang terus meningkat.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mewujudkan hal
tersebut melalui empat bidang tugas utama yang menjadi tanggungjawab
dalam pelaksanaan tugas fungsi yang merupakan peran strategis
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu Pembentukan Hukum,
Pelayanan Hukum dan Penegakan Hukum serta Pemajuan Hak Asasi
Manusia. Pencapaian tersebut akan berhasil diwujudkan jika kita
senantiasa memperbaiki kualitas kerja dengan menerapkan prinsip tata
kelola pemerintahan yang baik di segala bidang, karena prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik ini memiliki beberapa karakterisitik yakni:
partisipatif, rule of law, keterbukaan, responsif, berorientasi konsensus,

kesetaraan, efektif, efisien, dan akuntabilitas.

Sebagai lembaga negara yang masing-masing unit eselon I nya
mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda atau heterogen, maka
diperlukan suatu kesatuan komitmen dan dokumen perencanaan
strategis yang mampu mengawal kebijakan strategis Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia menuju sasaran dan cita-cita pembangunan yakni
terwujudnya masyarakat terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil ,
makmur, dan sejahtera.

Kondisi Umum

Dukungan 836 satuan kerja yang tersebar di dalam dan di beberapa
perwakilan luar negeri, serta sumber daya manusia sebanyak 44.460
Aparatur Sipil Negara serta sumber daya lainnya, Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia melaksanakan mandat yang strategis tersebut

secara jelas dan terukur, guna mewujudkan visi misi Kementerian.

Pencapaian strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
selama kurun waktu 2010-2014 ditandai dengan hasil-hasil kinerja yang
terukur dan berdampak secara nasional antara lain :

1.2.1. Pembentukan Hukum

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
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tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selama
tahun 2010-2014 telah menyelesaikan fasilitasi pembentukan

peraturan perundangan dengan capaian sebagai berikut :

REALISAS| PROLEGNAS JANGKA MENENGAH 2010 - 2014

Disahkan 8UU :
4 UU Prakarsa DPR

Disahkan 22 UU : 4 UU Prakarsa Pemerintah

11 UU Prakarsa DPR

11 UU PrakarsaPemerint~* 2014
69 RUU
(66 RUU + 3
RI
Tambahan) Disahkan 19 UU :
13 UU Prakarsa DPR
6 UU Prakarsa Pemerintah
2013 2012
69 RUU
Disahkan 12 UU: IEIUY (64 RUU+ 5
7 UU Prakarsa DPR (7TORUU + 5 RUU Disahkan 10 UU :
5 UU PrakarsaPemerintah RUU Tambahan) 6 UU Prakarsa DPR

Tambahan) 4 UU PrakarsaPemerintah

RINCIAN RUU YANG TELAH DISAHKAN
DARI PROLEGNAS JANGKA MENENGAH TAHUN 2010-2014

yang
isahkan E>

REALISASI PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN
PEMERINTAH PRIORITAS TAHUN 2014

REALISASI
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH PRIORITAS TAHUN 80 RPP
2014
Rancangan Peraturan Pemerintah yang sudah ditetapkan 18 RPP

menjadi Peraturan Pemerintah

Sisa Rancangan Peraturan Pemerintah Prioritas Tahun 2014

v' Diluncurkan pada program penyusunan Peraturan 39 RPP
Pemerintah Tahun 2015
v Tidak dilanjutkan 23 RPP*
Keterangan :

www.peraturan.go.id
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*) Dari 23 Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut, terdapat 5 RPP yang dihentikan
pembahasannya karena Undang-Undang No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang
menjadi dasar penyusunan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

REALISASI PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN PRIORITAS
TAHUN 2014

REALISASI
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN PRIORITAS TAHUN
2014

22 RPerpres

Rancangan Peraturan Presiden yang sudah ditetapkan
menjadi Peraturan Presiden

10 RPepres

Sisa Rancangan Peraturan Presiden Prioritas Tahun 2014

v' Diluncurkan pada program penyusunan Perpres
Tahun 2015
v' Tidak dilanjutkan

7 RPerpres

5 RPepres

Data Penyusunan Naskah Akademik yang disusun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Tahun 2010 - 2014

TAHUN 2010 TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 KETERANGAN
1. 1. RancanganUn | 1. Rancangan 1. Rancangan 1.Rancangan 1. Naskah Akademik
ndang-Undang dang-Undang Undang- Undang- Undang- Rancangan
tentang tentang Pe- Undang Undang Undang Undang-Undang
Organisasi gadaian tentang landas tentang Pem- tentang Zona Inisiatif
Administrasi . Rancangan Kontinen batasan Tambahan Kementerian
Penegakan Undang- (Lanjutan) Transaksi .Rancangan Hukum dan Hak
Hukum Undang 2. Rancangan Tunai Undang- Asasi Manusia 21
. tentang Pe- Undang- . Rancangan Undang Naskah
ancangan rubahan atas Undang Undang- tentang 2. Tahun 2014 hanya
Undang UU No. 14 tentang Paten Undang Hukum 3 Naskah karena
Undang tahun 2001 3. Rancangan tentang Perdata ada pemotongan
tentang Publi- tentang Undang- Pemasya- Interna-sional anggaran.
kasi Luar Pengadilan Undang rakatan .Rancangan
Ruang Pajak. tentang . Rancangan Undang-
. . Rancangan Hukum Undang- Undang
ancangan Undang- Kontrak Undang tentang
Undang- Undang 4. Rancangan tentang Hu- Pemin-dahan
Undang tentang Peru- Undang- kum Kontrak Narapidana
tentang Kitab bahan atas Undang . Rancangan
Undang- Undang- tentang Undang-
Undang Undang Pemasyarakat Undang
Hukum Nomor 15 an tentang
Pidana (KUHP) Tahun 2003 5. Rancangan Senjata Api
. tentang Undang- dan Bahan
ancangan Pemberan Undang Peledak
Undang- tasan Tindak tentang . Rancangan
Undang Pidana Te- Hukum Acara Undang-
tentang Hu- rorisme Perdata (Small Undang
kum Acara . Rancangan Claims Court) tentang Perse-
Pidana Undang- 6. Rancangan kutuan
. Undang Undang- Perdata, Per-
ancangan tentang Undang sekutuan
Undang- Perkumpulan tentang Firma dan
Undang . Rancangan Pemberan- Persekutuan
tentang Per- Undang- tasan Komanditer
ubahan Undang Pendanaan . Rancangan
Undang- tentang Terorisme Undang-
Undang No. Landas 7. Rancangan Undang
39 Tahun Kontinen Undang- tentang Hu-
2004 ten-tang . Rancangan Undang kum Dagang
Penempatan Undang- tentang . Rancangan
dan Perlindu- Undang Perubahan Undang-
ngan Tenaga tentang Kitab Atas Undang- Undang
Kerja Undang- Undang Nomor tentang
Indonesia di Undang 1 Tahun 2006 Konvensi Jual
Luar Negeri Hukum Acara tentang Beli Barang
Perdata Bantuan Interna-sional
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7. Rancangan Timbal Balik di PBB (United
Undang- Bidang Nations
Undang Pidana/MLA Convention on
tentang Hu- (Mutual Legal Contracts for
bungan Asistance) the
Kewena- 8. Rancangan International
ngan Undang- sale of Goods)
Pemerintah Undang 8. Rancangan
Pusat dan tentang Merk Undang-
Daerah 9. Rancangan Undang

8. Rancangan Undang- tentang
Undang- Undang Desain
Undang tentang Peru- Industri
tentang Peru- bahan Atas 9. Rancangan
bahan atas Undang- Undang-
Undang Undang Nomor Undang
Undang 26 Tahun tentang Peru-
Nomor 1 2000 tentang bahan
Tahun 1979 Pengadilan Undang-
tentang Hak Asasi Undang
Ekstradisi. Manusia Nomor 29

9. Rancangan 10. Rancangan Tahun 2000
Undang- Undang- tentang
Undang Undang Perlin-dungan
tentang tentang Varietas
Penilaian Perampasan Tanaman

10. Rancangan Aset 10. Rancangan
Undang- Undang-
Undang Undang
tentang Hak tentang Peru-
Kekayaan bahan atas
Industri Undang-
(integrasi Undang
Undang- Nomor 4
Undang tahun 1984
Paten, tentang
Undang- Wabah
Undang Penyakit
Merk, Menular.
Undang- 11. Rancangan
Undang Undang-
Desain Undang
Industri) tentang

Perubahan
atas Undang-
Undang
Nomor 2
Tahun 1981
tentang
Metrologi
Legal.
5 Naskah 10 Naskah 10 Naskah 11 Naskah 3 Naskah 39 NA

Rancangan Undang-Undang prakarsa Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia yang telah disusun sebanyak 42 (empat puluh dua)
Rancangan Undang-Undang, yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga)
Rancangan Undang-Undang Prioritas Program Legislasi Nasional
Tahun, 6 (enam) Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka,
dan 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang di luar Program Legislasi
Dari tersebut, 11

Nasional. 42 Rancangan Undang-Undang

Rancangan Undang-Undang telah menjadi Undang-Undang, 2
Rancangan Undang-Undang sedang dibahas di DPR, 5 Rancangan

Undang-Undang telah disampaikan kepada Presiden, 20 (dua puluh)
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Rancangan Undang-Undang telah selesai disusun dan 4 (empat)

Rancangan Undang-Undang belum disusun.

50 7 42
40 ~/ m telah menjadi UU
. B Pembahasan DPR
30 20
20 - 11 di Presiden
1V 5 B selesai disusun
10
o | T 7 ® belum disusun
RUU PRAKARSA PENYELESAIAN RUU
KEMKUMHAM KEMKUMHAM

Pada tahap penyusunan dan pembahasan, Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia yang menjadi Panitia Antar Kementerian (PAK),
pengharmonisasian peraturan perundang-undangan, dan

pembahasannya, dengan hasil pertahunnya sebagai berikut :

TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN
Harmonisasi PUU 2010-2014
2010 2011 2012 2013 2014
BARU 140 84 171 225 224
PERMOHONAN SISA
TAHUN
SIS 0 84 49 55 33
SEBELUM
NYA
JUMLAH PERMOHONAN 140 168 220 280 257
SELESAI 56 119 165 247 207
BELUM SELESAI 84 49 55 33 50

Bentuk kegiatan fasilitasi perancangan peraturan daerah yaitu

pemetaan peraturan daerah, mediasi, konsultasi dan kajian

peraturan daerah. Dalam periode 2010-2014 capaian yang telah
dihasilkan Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah
diantaranya melakukan:

- 1.017 (seribu tujuh belas) kegiatan fasilitasi perancangan
peraturan daerah terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

- Publikasi peraturan daerah dalam sistem informasi peraturan
daerah sebanyak 7.159 (tujuh ribu seratus lima puluh sembilan)

Peraturan Daerah;
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- Pembinaan teknis perancangan Peraturan Daerah kepada Kantor
Wilayah sebanyak 68 kegiatan.

- Penerbitan Buku Panduan Praktis Memahami Perancangan
Peraturan Daerah sebagai penjabaran teknis dalam penyusunan
peraturan-peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan.

1.2.2. Pelayanan Hukum
Keberagamanan jenis layanan hukum yang diberikan antara lain dibidang
administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, keimigrasian, serta
layanan kepada mnapi/tahanan, penyuluhan hukum dan pemberian
bantuan hukum kepada masyarakat miskin dengan capaian kinerja

selama kurun waktu 2010 — 2014 adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Fidusia secara On Line

Penyelesaian pelayanan Fidusia yaitu Pendaftaran Sertifikat Jaminan
Fidusia pada tahun 2013 sebesar 5.862.747 permohonan dan tahun
2014 sebesar 8.177.692.

Penyelesaian Pelayanan Fidusia
Tahun 2010-2014

Pendaftaran | Perubahan Penghapusan
Sertifkat Sertifkat Sertifikat Jaminan
Tahun
Jaminan Jaminan Fidusia (Roya)
Fidusia Fidusia
2010 0 70 67
2011 0 64 57
2012 0 51 32
2013 5.862.747 5.732 281
2014 8.177.692 10.459 77.670
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2. Penyelesaian Pelayanan Jasa Hukum Pendirian PT, Yayasan,

Perkumpulan dan Layanan Kenotariatan.

Penyelesaian Pelayanan Jasa Hukum
SK Pendirian PT, Yayasan, Perkumpulan dan layanan Kenotariatan
Tahun 2010-2014

SK
SK SK
Tahun | Pendirian Kenotariatan
Yayasan | Perkumpulan
PT
2010 88.432 7.155 199 2.305
2011 94.513 8.560 297 2.241
2012 111.280 6.421 243 1.329
2013 113.579 10.780 341 3.659
2014 223.685 24.077 1.840 750

3. Penerapan sistem Industrial Property Automation System (IPAS) untuk
penerimaan permohonan Kekayaan Intelektual hingga
penyelesaiannya.

4. Pelayanan permohonan Kekayaan Intelektual sebagaimana terlihat

dalam tabel dan grafik berikut:

Tabel

Realisasi Penerimaan Permohonan Kekayaan Intelektual dan
Penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual 2010-2014

2010 2011 2012
JENIS

Permo- | Penyel | Permo | Penyel | Permo | Penyel
PERMOHONAN

honan | esaian | honan | esaian | honan | esaian
Hak Cipta 4.882 3.793 5.542 6.308 4.782 2.401
Paten 5.830 4.671 6.130 7.712 6.274 2.310
Merek 47.794 | 63.018 | 53.196 | 62.813 | 31.876 | 46.672
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Desain Industri 4047 ‘ 8.221 ‘ 4.196 ‘ 4.256 | 5.300 1.566
JENIS 2013 2014 (per 30 Desember)
PERMOHONAN | Permohonan | Penyelesaian | Permohonan | Penyelesaian
Hak Cipta 3.052 4.117 6.382 7.302
Paten 1.092 4.904 7.032 5.667
Merek 17.084 59.913 62.455 39.103
Desain Industri 1.253 5.987 4.612 7.981
Penghapusan Arrival/Departure Card terhadap Warga Negara

Indonesia dilakukan mulai tanggal 23 Maret 2012 sesuai dengan
terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2012 tentang Perubahan Kelima atas
Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-1Z.01.10 Tahun 1995
tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin
Masuk dan Izin Keimigrasian. Kemudahan ini diberikan kepada
Warga Negara Indonesia yang keluar dan masuk wilayah Indonesia
melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang menggunakan
Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) atau pos lintas
batas yang menggunakan Sistem Manajemen Pengawasan Wilayah
Perbatasan (Border Control Management).

Penggunaan autogate untuk Warga Negara Indonesia pemegang

paspor elektronik dan non elektronik di Bandara Soekarno Hatta di

Jakarta dan Bandara Ngurah Rai di Denpasar, Bali.

Pembentukan Unit Layanan Paspor (ULP)

pelayanan prima dalam penerbitan paspor

untuk mewujudkan
guna pendekatan

pelayanan dan peningkatan kepuasan publik.

Penerapan e-passport untuk meningkatkan pelayanan dan

pengamanan paspor yang disesuaikan dengan rekomendasi oleh

International Civil Aviation Organization (ICAO).

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian di 14

Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri.
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12.

13.

1.2.3.
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Penerapan pelayanan sistem penerbitan paspor one stop
service/Sistem Penerbitan Paspor Terpadu (SPPT) 120 (seratus dua

puluh) Kantor Imigrasi pada tahun 2014.

Penerapan layanan kunjungan berbasis IT yang terintegrasi dengan

Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) pada Lapas/Rutan.

Sistem Aplikasi Pembebasan Bersyarat secara online untuk
menyeragamkan metode pengusulan Pembebasan Bersyarat di semua
UPT Pemasyarakatan, Kanwil Hukum dan HAK ASASI MANUSIA serta

di Ditjen Pemasyarakatan.

Penyajian data jumlah penghuni, anggaran Bama, SDM petugas

secara online dan real time serta dapat diakses oleh masyarakat.

Penegakan Hukum

Dalam rangka peningkatan penegakan hukum khususnya dibidang

pemasyarakatan, keimigrasian, dan kekayaan intelelektual, maka selama

kurun waktu 2010 — 2014 kinerja yang telah dicapai, antara lain:

1.

Penegakan hukum atas tindak pidana di bidang Kekayaan Intelektual
antara lain berupa pemusnahan barang barang bajakan dan barang
barang yang dihasilkan dari pelanggaran kekayaan intelektual.
Dengan upaya penegakan hukum ini diharapkan akan tercipta iklim

berusaha dan berinvestasi yang kondusif;

Tabel
Perkembangan Penyidikan 2011 - 2014

Laporan
Jenis Penerimaan Penyelesaian
Pengaduan
No Kekayaan Laporan Laporan
Dalam
Intelektual Pengaduan Pengaduan

Proses

1 Hak Cipta 14 8 6

2 Paten 3 2 1

3 Merek 71 36 35

Desain
4 Industri 11 4 7
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2. Penyebaran informasi di bidang Kekayaan Intelektual dalam bentuk
pemberian sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di
antaranya kalangan perguruan tinggi, para pelaku Usaha Kecil dan

Menengah, serta masyarakat secara umum.

3. Penetapan Kawasan Berbudaya Kekayaan Intelektual kepada
kawasan, wilayah dan institusi dengan kriteria tertentu serta yang
dianggap mempunyai komitmen dan kepedulian terhadap kemajuan

sistem Kekayaan Intelektual.

4. Pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian, yang mencabut Peraturan Pemerintah tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, yang tersebar
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan, Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing
dan Tindakan Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin
Keimigrasian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994
tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia;

5. Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing di pusat dan daerah
melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan

Kepala Kantor.

6. Pelaksanaan Proses penyidikan tindak pidana keimigrasian di

seluruh Kantor Imigrasi dan Direktorat Jenderal Imigrasi.

7. Melaksanakan fungsi Intelijen Keimigrasian dalam rangka
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen

Negara.

8. Program Getting to Zero handphone, pungutan liar, dan narkoba
(Halinar) di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara.
9. Program Penguatan Pengawasan Internal Pemasyarakatan dan

Penegakan Kode Etik.
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10.

11.

Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak pada Rumah Tahanan Negara/ Lembaga
Pembinaan Khusus Anak dan Balai Pemasyarakatan.

Koordinasi dengan instansi terkait dalam hal Restoratif Justice.

1.2.4. Pemajuan Hak Asasi Manusia

Capaian kinerja bidang pemajuan Hak Asasi Manusia selama kurun

waktu 2010 — 2014 antara lain :

1.

Pelayanan Komunikasi Masyarakat ini memberikan pelayanan
terhadap masyarakat yang merasa terlanggar Hak Asasi Manusia-nya
melalui telaahan permasalahan yang dihadapi baik secara langsung
maupun melalui focus group discussion (FGD). Hasil telaahan
permasalahan yang ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi
dengan instansi/lembaga terkait yang diduga melanggar Hak Asasi

Manusia untuk dilakukan klarifikasi dan mendorong penyelesaiannya.

. Pengumpulan dan pengolahan data implementasi Hak Asasi Manusia

dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota serta kondisi perkembangan Hak Asasi Manusia yang
terjadi di Indonesia. Informasi Hak Asasi Manusia ini dipublikasikan
baik melalui media cetak, media elektronik dan website Direktorat

Jenderal Hak Asasi Manusia dengan laman : www.Hak Asasi

Manusia.go.id.

. Pelayanan kepada apatur pemerintah dan masyarakat dengan

memberikan/meningkatkan pengetahuan dan pemahaman nilai-nilai
Hak Asasi Manusia melalui kegiatan Diseminasi Hak Asasi Manusia
dan Penguatan Hak Asasi Manusia. Aparatur pemerintah dapat
menyusun kebijakan dan regulasi bernuansa Hak Asasi Manusia dan
masyarakat mengerti hak dan kewajiban dalam bermasyarakat dan

bernegara.

. Ditetapkannya Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 /Nomor
77 Tahun 2012 tentang Paramater Hak Asasi Manusia dalam

penyusunan Produk Hukum Daerah.

. Memberikan motivasi kepada Pemerintah Kabupaten/kota dengan

memberikan penghargaan Kabupten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia
yang dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan


http://www.ham.go.id/
http://www.ham.go.id/
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Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2013

tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia.

1.3. Potensi

Indonesia adalah negara hukum. Segala tindakan dan kegiatan
negara haruslah berdasarkan hukum yang dijunjung tinggi oleh negara,
pemerintah, setiap warga negara dan oleh hukum itu sendiri. Hukum
memuat aturan-aturan dalam hidup bernegara, adil, dan menjamin
kesejahteraan masyarakatnya.

Sebagai negara hukum, di era Asean Free Trade Area (AFTA) dan
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), banyak peluang dan tantangan yang
akan dihadapi Indonesia menjelang AFTA dan MEA. Transformasi wilayah
ASEAN menjadi kawasan bebas aliran barang, jasa, investasi, permodalan,
dan tenaga kerja. MEA menggambarkan adanya perekonomian yang
mengglobal di antara negara-negara ASEAN dan MEA dimaksudkan untuk
meningkatkan daya saing ekonomi di kawasan regional ASEAN,
sedangkan AFTA, sejatinya merupakan kesepakatan diantara negara-
negara ASEAN untuk membentuk kawasan bebas perdagangan.

Terbukanya pasar internasional, memotivasi para pelaku usaha
untuk menciptakan produk barang dan jasa yang kompetitif di tingkat
dunia, meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara.
Dengan adanya keterbukaan pasar internasional ini secara lambat laun
akan meningkatkan daya beli masyarakat dan daya saing pelaku usaha,
yang bermuara kepada meningkatnya kehidupan ekonomi bangsa yang
menunjang kehidupan nasional bangsa.

Antisipasi kondisi ini merupakan potensi bagi Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia melalui pembentukan peraturan perundang-
undangan yang mendukung peningkatan perekonomian masyarakat dan
keamanan negara. Sebagai contoh Undang-Undang terkait
ketenagakerjaan, Undang-Undang terkait perdagangan dalam dan luar
negeri, Undang-Undang terkait keamanan dan ketertiban dan peraturan
lainnya yang dibutuhkan untuk menjamin rasa kenyamanan dan keadilan
bagi masyarakat Indonesia sendiri. Proses pembentukan memerlukan
proses yang panjang melalui fasilitasi, harmonisasi, pengundangan serta

publikasi dan tentunya melibatkan aparatur pemerintah dan masyarakat.
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Pasar bebas memberi peluang peningkatan pertumbuhan ekonomi di
Indonesia yang merupakan potensi besar bagi layanan hukum yang
diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang
perekonomian dan bidang keamanan dan ketertiban. Di sisi
perekonomian dibutuhkan kepastian hukum dalam memulai usaha antara
lain pengesahan badan usaha, legalisasi, pengembangan hukum
internasional, hukum ekonomi dan kelembaagan internasional, hukum
laut dan udara, permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia,
persetujuan permohonan mempekerjakan advokat asing oleh Advokat
Kantor Indonesia, pelayanan dokumen perjalanan visa, izin tinggal dan
status keimigrasian, serta layanan hukum terhadap hak cipta, paten,
merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu serta rahasia
dagang.

Adapun potensi layanan hukum sekaligus penegakan hukum
terhadap upaya-upaya yang mengancam keamanan dan ketertiban di
dalam negeri, saat ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terus
memberikan pembinaan keamanan dan ketertiban terhadap tahanan dan
narapidana, layanan kesehatan dan perawatan, bimbingan
kemasyarakatan dan pengentasan anak serta pengelolaan benda sitaan
dan barang rampasan negara.

Dengan kondisi kemudahan akibat kawasan pasar bebas ASEAN
tentunya juga sebagai faktor timbulnya instabilitas keamanan dan
ketertiban negara, oleh karena itu untuk mendukung kenyamanan para
pelaku usaha dalam dan luar negeri dilakukan penyidikan tindak pidana
dan penyelesaian sengketa dibidang Kekayaan Intelektual (paten, merek,
dan hak cipta lainnya) serta sebagai konsekuensi dari keikutsertaan
Indonesia sebagai anggota World Trade Organization (WTO) mengharuskan
Indonesia menyesuaikan segala peraturan perundangannya di bidang
Kekayaan Intelektual dengan standar TRIP's (Trade Related Aspects of
Intellectual Property Rights) yang dimulai sejak tahun 1997 dan
diperbaharui kemudian pada tahun 2000 dan tahun 2001.

Selain itu keamanan dan pertahanan negara terancam oleh jaringan
narkoba, teroris, trafficking dan semua kegiatan yang dianggap
membahayakan negara, kemudian sejak lama Indonesia menghadapi
masalah dengan orang-orang asing yang mengaku pencari suaka,
Indonesia dijadikan sebagai negara transit karena posisi geografis

Indonesia yang berada pada jalur perlintasan menuju negara tujuan
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suaka, Australia. Berbeda dengan beberapa waktu yang lalu, kini para
imigran di dominasi dari Negara-negara Timur Tengah seperti Afghanistan,
Iran, Irak, Palestina, Sri Lanka, Myanmar dan beberapa negara lainnya.
Oleh karena itu potensi penegakan hukum diselenggarakan dengen antara
lain melakukan pendeteksian pelanggaran atau kejahatan keimigrasian,
pengawasan keimigrasian serta pelaksanaan fungsi keimigrasian di
wilayah perbatasan dengan negara lain.

Sejalan dengan potensi bidang hukum yang dimiliki Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia, pada akhirnya semua bermuara pada
penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Hak-
hak kemanusiaan yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan dan
merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia. Sejarah
mencatat berbagai peristiwa besar di Indonesia sebagai suatu usaha
untuk menegakkan Hak Asasi Manusia. Dengan berbagai perangkat
hukum yang terkait dengan Hak Asasi Manusia diharapkan pengadilan
terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat benar-benar
dilaksanakan secara bertanggung jawab, termasuk untuk melindungi
masyarakat kelompok rentan, anak-anak, dan perempuan, pelayanan
komunikasi masyarakat yang menangani dugaan pelanggaran Hak Asasi
Manusia dan mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran Hak Asasi
Manusia yang terjadi, serta pemberian bantuan hukum bagi kelompok
masyarakat tidak mampu.

Sesuai dengan prinsip bahwa kemajuan dan perlindungan Hak Asasi
Manusia yang mewajibkan adanya kerjasama antar negara. Pemerintah
telah mengadakan berbagai perjanjian kerjasama teknik di bidang Hak
Asasi Manusia baik secara bilateral maupun internasional antara lain
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).

Di sisi lain bahwa birokrasi merupakan faktor penentu dalam
mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh sebab itu cita-cita
reformasi birokrasi adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan
yang professional, memiliki kepastian hukum, transparan serta
berkembangnya budaya dan perilaku birokrasi yang didasari oleh etika,
pelayanan publik serta integritas pengabdian. Reformasi birokrasi di
Indonesia menempatkan pentingnya penataan organisasi pemerintah baik
pusat maupun daerah didasarkan pada visi, misi dan sasaran strategis,
program dan kegiatan yang terencana dan diarahkan membangun

birokrasi yang bertanggung jawab. Reformasi birokrasi juga merupakan
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1.4.

langkah strategis membangun sumber daya aparatur negara yang
professional, memiliki daya guna dan hasil guna yang profesional dalam

rangka menunjang jalannnya pemerintah dan pembangunan nasional.

Permasalahan

Permasalahan hukum di Indonesia terjadi karena beberapa hal, baik
dari sistem peradilannya, perangkat hukumnya, inkonsistensi penegakan
hukum, intervensi kekuasaan, maupun perlindungan hukum. Dalam hal
pembentukan peraturan perundangan-undangan yang memakan waktu
dan proses yang panjang dan melibatkan banyak stakeholder tentu saja
menimbulkan banyak permasalahan antara lain masih adanya ego
sektoral dan tarik ulur kewenangan dari kementerian/lembaga membuat
penyelesaian penyusunan Rancangan Undang-Undang/ Rancangan
Peraturan Pemerintah/Rancangan Peraturan Presiden terhambat serta
masyarakat/pihak-pihak 1luar lain yang berkepentingan terhadap
Rancangan Undang-Undang dimaksud, proses pembahasan di DPR masih
tergantung jadwal di DPR sehingga penyelesaian Rancangan Undang-
Undang menjadi Undang-Undang tidak dapat secara pasti dapat
ditentukan, belum maksimalnya peran perancang peraturan perundang-
undangan, masih kurangnya sumber daya fasilitator baik secara kualitas
dan kuantitas dalam memfasilitasi pembentukan peraturan daerah
sehingga diperlukan penguatan secara komprehensif tidak hanya dari
aspek kompetensi internal sumber daya manusia termasuk pula
dukungan kelembagaan secara menyeluruh, selanjutnya masih kurangnya
informasi yang diperoleh terkait perkembangan peraturan perundang-
undangan ditingkat pusat terbaru (up to date) yang berdampak bagi
daerah, salah satunya dengan belum dioptimalkannya sistem Jaringan
Data dan Informasi Hukum (JDIH) serta munculnya daerah pemekaran
(daerah otonomi baru) yang belum sinergi dengan politik legislasi dan
aspek geografis antar provinsi, kabupaten/kota yang berjauhan menjadi
kendala dalam akses transportasi.

Aspek pembentukan hukum pidana yang belum terselesaikan adalah
kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana yang tergolong extraordinary
seperti korupsi, terorisme, narkotika, dan tindak pidana khusus lainnya,
belum adanya peraturan hukum yang pasti dalam pemberian dan

pembatasan hak-hak pelaku tindak pidana ekstra ordinary tersebut,
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belum terwujudnya apa yang disebut dengan “single criminal management
administration” yang melihat data penyelidikan dan penyidikan, data
penuntutan, data pemeriksaan pengadilan dan data pelaksanaan putusan
Hakim sebagai suatu kesatuan data administrasi peradilan sebagai upaya
mewujudkan sistem administrasi peradilan pidana yang terpadu.
Keterbatasan sistem ini tidak lepas dari belum adanya arah yang jelas
mengenai pengaturan administrasi pidana nasional yang dikelola secara
terpadu.

Seluruh kepentingan publik harus dilaksanakan oleh pemerintah
sebagai penyelenggara negara yaitu dalam berbagai sektor pelayanan,
terutama yang menyangkut pemenuhan hak sipil dan kebutuhan dasar
masyarakat. Pemberian layanan hukum diupayakan sebaik mungkin
dengan memberikan layanan yang cepat, tepat, dan mudah diakses,
sehingga dapat memberikan dampak pada peningkatan kepercayaan
masyarakat terhadap mutu layanan yang diberikan, namun pada
kenyataannya masih terdapat isu pelayanan yang diberikan belum
mendukung pembangunan produktifitas rakyat dan daya saing
internasional, serta belum menyentuh masyarakat di Kabupaten dan
Kota sehingga belum bisa diakses masyarakat secara online dengan sistem
aplikasi berbasis data yang belum akurat sehingga mempersulit masyarakat
yang ingin mendapatkan pelayanan. Selain itu masih memiliki
kekurangan dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian terkait
pencegahan terjadinya tindak pidana nasional dan internasional serta
antisipasi mobilitas orang antar negara terdapat beberapa lokasi
perlintasan ilegal pada daerah perbatasan antar negara baik darat
maupun laut yang sulit dipantau oleh petugas Imigrasi. Mobilitas orang
antar negara menjadi semakin intens dalam rangka mengembangkan
pangsa pasar dan investasi bagi pelaku ekonomi di negara-negara maju
disisi lain Lembaga Penerbangan Sipil Internasional (ICAO)
merekomendasikan kepada negara-negara anggota untuk menerapkan e-
passport dengan standar kualitas pelayanan, keamanan dan memenuhi
tuntutan keakurasian serta kecepatan proses pemeriksaan keimigrasian
bagi pemegangnya. Penyelenggaraan bantuan hukum juga belum optimal,
bantuan hukum masih fokus pada pengorganisasian saja belum
menyentuh aspek perencanaan kegiatan, pengendalian dan pengawasan

pelaksanaannya.
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Dalam hal penegakan hukum tentunya masalah lemahnya koordinasi
antara aparat dan lembaga penegak hukum, Pemerintah masih kurang
fokus dalam pembenahan fungsi dan wewenang pada lembaga-lembaga
tertentu dalam sistem peradilan pidana. Hal yang saat ini bergeser adalah
perpindahan kewenangan pengelolaan Rumah Tahanan Negara dan
Lembaga Pemasyarakatan yang seharusnya berada dibawah kendali dan
pelaksanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kedalam
institusi-institusi khusus yang menyelenggarakan fungsi peradilan
(misalnya Rumah Tahanan Negara Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan
Kepolisian Kelapa Dua, Rumah Tahanan Negara Teroris di lokasi BNPT,
dan Rumah Tahanan KPK), hal ini mengakibatkan penerapan fungsi
check and balances dalam prespektif administrasi Negara tidak berjalan,
belum optimalnya peran fasilitasi dan pelaksanaan koordinasi dalam
rangka perumusan politik hukum pidana yang kemudian berdampak pada

kurang optimalnya penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Terpadu.

Di bidang keimigrasian proses globalisasi telah meningkatkan faktor
yang mendorong para imigran untuk masuk ke wilayah Indonesia dalam
rangka berusaha maupun mencari suaka. Fenomena ini lah kemudian
muncul praktek penyimpangan, yaitu melakukan aksi untuk
memindahkan manusia ke negara-negara tujuan secara ilegal karena
batasan dan ketidakmampuan dari para imigran dalam memenuhi syarat

sebagai imigran resmi.

Indonesia sebagai salah satu negara di dunia juga memiliki potensi
yang kuat untuk terjadinya praktek kejahatan transnasional. Kejahatan
transnasional bukan hanya didorong oleh faktor perdagangan bebas yang
terbuka lebar atau lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Akan tetapi
juga didukung oleh wilayah geografis Indonesia itu sendiri, negaranya
adalah kepuluan yang secara geografis memiliki banyak pintu masuk
bandara, pelabuhan, batas darat dan perairan. Selain itu, Indonesia yang
juga memiliki garis pantai yang sangat panjang, dan merupakan wilayah
yang terletak pada posisi silang jalur lalu lintas dagang dunia, juga
menjadi faktor utama yang menyebabkannya berpotensi kuat untuk
terjadinya kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional di negeri ini
juga dapat terjadi karena jumlah penduduk Indonesia yang terbilang
besar. Selain itu Indonesia belum memiliki Undang-Undang yang tegas

dalam menangani imigran gelap. Posisi lemah hukum yang dimiliki oleh
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Indonesia dalam menanggulangi masalah imigran gelap ini yang kemudian
menyebabkan Indonesia tidak lagi menjadi negara transit bagi para
imigran yang berasal dari Timur Tengah menuju Australia akan tetapi
sudah menjadi Negara tujuan karena Indonesia yang dikenal ramah dan
baik dalam menangani para imigran kemudian malah menjadi negara
tujuan dan target untuk mencari suaka bagi para imigran, agen-agen
penyelundup pun memang sengaja menjadikan Indonesia sebagai negara

tujuan penyelundupan manusia.

Perkembangan teknologi digital yang terjadi di dunia industri harus
diberikan apresiasi yang positif sebagai konsekuens kemajuan di bidang
teknologi yang dicapai oleh manusia. Kemajuan teknologi digital selain
memberikan dampak positif berupa tersedianya media untuk karya cipta
yang pada akhirnya menghasilkan kualitas tampilan karya cipta yang baik
dan modern. Namun, dampak negatifnya terjadi penyalahgunaan teknologi
digital itu oleh pihak-pihak tertentu dengan melakukan praktek-praktek
yang bertentangan dengan hukum. Pelanggaran Kekayaan Intelektual
menjadi mudah karena kemajuan teknologi digital, walaupun akibatnya
Kekayaan Intelektual di sektor teknologi pun menjadi korban pertama
pelanggaran tersebut. Dengan menggunakan komputer, pelanggaran-
pelanggaran Kekayaan Intelektual semakin mudah. Komputer mampu
mampu meggandakan dan mencetak ditambah dengan kemampuan
intenet dalam menyajikan informasi menyebabkan praktek penggandaan

menjadi semakin mudah pula dilakukan.

Sanksi terhadap pelanggaran Kekayaan Intelektual selama ini belum
menimbulkan efek jera bagi pelakunya sehingga tingkat pelanggarannya
terus meningkat, meskipun pemerintah sudah memiliki perangkat
undang-undangnya. Kendala lainnya yaitu terbatasnya aparat penegak
hukum yang menangani masalah Kekayaan Intelektual, ringannya
putusan yang dijatuhkan oleh proses peradilan kepada pelanggar,
sehingga tidak menimbulkan efek jera tadi. Selain itu, kurangnya
kesadaran masyarakat untuk menghargai dan mentaati hukum di bidang

Kekayaan Intelektual dan terbatasnya daya beli masyarakat.

Adapun permasalahan-permasalahan yang yang masih
mempengaruhi pelaksanaan pemajuan Hak Asasi Manusia antara lain
belum optimalnya peran fasilitasi dan mendorong pelaksanaan koordinasi

dan kerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam rangka
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pelaksanaan penghormatan perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi
Manusia, belum maksimalnya pemanfaatan kebijakan terkait Hak Asasi
Manusia yang dilaksanakan oleh institusi pusat dan daerah, termasuk
rekomendasi terkait penanganan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Perbaikan terhadap birokrasi menjadi hal yang penting untuk
dilakukan karena menyangkut kepentingan masyarakat. Tuntutan
terhadap pelayanan yang lebih baik pada kenyataannya masih
berbenturan dengan kondisi birokrasi yang masih buruk dan jauh dari
ideal sedangkan dilain sisi, kepentingan masyarakat merupakan hal yang
tidak dapat ditunda-tunda lagi. Permasalahan ini bukan hal yang
sederhana, karena antara yang satu dan yang lainnya saling berkaitan.
Tidak dapat ditampik bahwa reformasi birokrasi yang dilaksanakan
hingga saat ini pun masih menyisakan berbagai permasalahan. Persepsi
bahwa aparatur negara memiliki profesionalitas dan komitmen terhadap
negara yang masih rendah, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat
belum optimal, serta waktu yang ada tidak digunakan secara produktif.
Selain itu akuntabilitas, responsibiltas dan empati aparatur pemerintah
terhadap kepentingan masyarakat masih rendah. Kondisi demikian yang
mempengaruhi masih rendahnya kemampuan melaksanakan standar

kinerja birokrasi seperti yang diharapkan.
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BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

Visi

Dalam rangka memperkuat Nawacita ke-4, Pemerintah telah
menetapkan sasaran pembangunan bidang hukum yang akan dicapai
dalam tahun 2015-2019 adalah meningkatnya kualitas penegakan hukum
dalam rangka penanganan berbagai tindak pidana, mewujudkan sistem
hukum pidana dan perdata yang efisien dan efektif, transparan, dan
akuntabel bagi pencari keadilan dan kelompok rentan, dengan didukung
oleh aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas;
terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas
keadilan bagi warga negara dan menurunnya tingkat korupsi serta
meningkatnya efektifitas pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sejalan
dengan hal tersebut, maka Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia adalah :

“Masyarakat memperoleh Kepastian Hukum”

Kepastian hukum dimaksudkan agar hukum di Negara Indonesia tetap
terjaga integritasnya, kepastian hukum dituangkan dalam peraturan
perundang-undangan, hukum tidak boleh saling bertentangan, mengikat
masyarakatnya dan mengarahkan masyarakat berprilaku positif sesuai
ketentuan hukum yang berlaku.
Misi
Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diwujudkan melalui
4 misi yaitu :
a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang melindungi
kepentingan nasional.
b. Mewujudkan pelayanan hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan
pelayanan publik.
c. Mewujudkan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi,

kreatifitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional.
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d.

Mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi

Manusia yang berkelanjutan.

2.3. Tujuan

2.4.

a.

Tujuan yang ingin dicapai dari 4 (empat) misi adalah :
Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang melindungi
kepentingan nasional melalui proses pembentukan peraturan

perundang-undangan yang akurat, terkini, dan terharmonisasi.

. Terwujudnya pelayanan hukum yang sesuai dengan asas

penyelenggaraan pelayanan publik, melalui peningkatan pengawasan
dan pengelolaan layanan di bidang pemasyarakatan, keimigrasian,
kekayaaan intelektual dan administrasi hukum umum.

Terwujudnya penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi,
kreatifitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan penegakan
hukum yang tidak diskriminatif serta aparat penegak hukum yang
professional.

Terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi
Manusia serta budaya hukum yang berkelanjutan.

Terwujudnya manajemen organisasi yang akuntabel dengan
penyelenggaraan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia yang profesional.

Sasaran Strategis

Melalui pendekatan analisis Strength, Weakness, Opportunity, dan

Threat (SWOT) tersebut, maka sasaran strategis sebagai berikut :

a.

Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan,

bermanfaat dan berkepastian hukum;

. Meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan

menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Terselenggaranya penegakan hukum di bidang Keimigrasian,
Pemasyarakatan, Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian

hukum bagi masyarakat;

. Terimplementasikannya  kebijakan nasional yang mendorong

terwujudnya Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi
Manusia.
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi

Kementerian Hukum dan HAM RI
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TABEL 1. STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

FAKTOR
INTERNAL

FAKTOR EKSTERNAL

KEKUATAN (Strength)

a.

Koordinator dalam
pembentukan peraturan
perundang-undangan;
Heterogenitas jenis layanan
hukum;

Fungsi penegakan hukum di
bidang pemasyarakatan,
keimigrasian, kekayaan
intelektual, dan administrasi
hukum umum;

Koordinator pelaksanaan
RANHAM.

KELEMAHAN (Weakness)

a. Kurangnya koordinasi
dalam pembentukan
peraturan perundangan-
undangan,;

b. Belum optimalnya layanan
hukum;

c. Belum optimalnya
pengawasan dan
penegakan hukum,;

d. Belum optimalnya
sosialisasi dan penguatan
Hak Asasi Manusia

PELUANG (Opportunity)

Strategi S-O

Strategi W-O

a. Tuntutan publik terhadap a. Melaksanakan fungsi a. Mengqptimalkan
peraturan perundang- koordinator pembentukan koordinasi dalam
undangan yang rr}eqdorong ‘ peraturan-perundang- pembentukan peraturan
pertumbuhan iklim investasi undangan guna memenuhi perundangan—updangan
dan perekonomian; tuntutan publik terhadap guna memenuhi tuntutan

b. Tuntutan masyarakat terhadap peraturan perundang- publik terhadap
layanan masyarakat yang undangan yang mendorong peraturan perundang-
cepat, mudah, dan . pertumbuhan iklim investasi undangan yang
menjangkau seluruh lapisan dan perekonomian; mqndgrong pe'rtumbuhan
masyarakat; b. Melak K ) iklim investasi dan

c. Kerja sama dengan instansi - Vielaxsanakan pelayanan perekonomian
penegak hukum lainnya; hukum yang heterogen secara |, Mengoptimalkan layanan

d. Organisasi/individu penggiat cepat, mudah, dan ) hukum secara cepat,
Hak Asasi Manusia menjanglkau seluruh lapisan mudah, dan menjangkau

masyarakat; seluruh lapisan
C. Melaksanakan fungsi masyarakat;
penegakan hukum di bidang c. Mengoptimalkan
pemasyarakatan, keimigrasian, pengawasan dan
kekayaan intelektual, dan penegakan hukum melalui
administrasi hukum umum kerja sama dengan
melalui kerja sama dengan instansi penegak hukum
instansi penegak hukum lainnya;
lainnya; d. Mengoptimalkan
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi ‘
pelaksanaan RANHAM dengan dan penguatan Hak Asasi
memanfaatkan Manusia dengan
organisasi/individu penggiat mema.nfagtl'ian' )
Hak Asasi Manusia organisasi/individu
penggiat Hak Asasi
Manusia

ANCAMAN (Threaths) Strategi S-T Strategi W-Tu90

a. Banyak peraturan perundang- | a. Melaksanakan fungsi sebagai a. Mengoptimalkan
undangan yang tumpang koordinator pembentukan koordinasi dalam
tindih atau duplikasi; peraturan-perundang- pembentukan peraturan

b. Menurunnya kepercayaan undangan untuk mengantipasi perundangan-undangan
masyarakat terhadap Negara banyaknya peraturan untuk mengantipasi
akibat prilaku korupsi pada perundang-undangan yang banyaknya peraturan
layanan hukum; tumpang tindih atau duplikasi; perundang-undangan

c. Rendahnya kesadaran hukum b. Melaksanakan pelayanan yang tumpang tindih atau
masyarakat; hukum yang heterogen guna duplikasi;

d. Rendahnya pemaHak Asasi mengatasi menurunnya b. Mengoptimalkan layanan

Manusiaan Hak Asasi Manusia
Masyarakat

kepercayaan masyarakat
terhadap Negara akibat prilaku
korupsi pada layanan hukum
Melaksanakan fungsi
penegakan hukum di bidang
pemasyarakatan, keimigrasian,
kekayaan intelektual, dan
administrasi hukum umum
untuk mengantisipasi

hukum guna mengatasi
menurunnya kepercayaan
masyarakat terhadap
Negara akibat prilaku
korupsi pada layanan
hukum;

c. Mengoptimalkan
pengawasan dan
penegakan hukum untuk
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rendahnya kesadaran hukum mengantisipasi rendahnya
masyarakat; kesadaran hukum

d. Mengkoordinasikan masyarakat;
pelaksanaan RANHAK ASASI d. Mengoptimalkan
MANUSIA untuk meningkatkan pelaksanaan sosialisasi
pemahaman Hak Asasi dan penguatan Hak Asasi
Manusia masyarakat. Manusia untuk

meningkatkan pemaHak
Asasi Manusiaan Hak
Asasi Manusia
masyarakat.

2.5. Nilai

Nilai-nilai yang mendukung dan memandu disaat tugas dan tanggung

jawab sedang dikerjakan adalah :

1.

Profesional

Aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah aparat
yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui
penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas
profesi.

Akuntabel.

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan
atau peraturan yang berlaku.

Sinergi

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama
yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku
kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik,
bermanfaat dan berkualitas.

Transparan.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau
kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang
penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan,

proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Inovatif
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendukung kreativitas
dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan

dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.
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BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI

DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia tidak lepas dari arah kebijakan umum dari RPJMN 2015-2019,
yakni penyiapan landasan pembangunan yang kokoh yang dicirikan
dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung oleh
birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien, serta meningkatnya
kualitas penegakan hukum dan efektivitas pencegahan dan

pemberantasan korupsi.

3.1.1. Prioritas

Dalam rangka memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi
sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan
terpercaya, Pemerintah telah menetapkan dua program prioritas yakni;

A. Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan

B. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

3.1.2. Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi
Berdasarkan kedua program prioritas nasional di bidang hukum tersebut

maka ditentukan sasaran, arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

A. Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan

SASARAN ARAH KEBIJAKAN STRATEGI
1.1. Meningkatkan kualitas 1) Penguatan perundang-
Sasaran 1: penegakan hukum undangan yang mendukung
Meningkatnya kualitas dalam rangka penegakan hukum di berbagai
penegakan hukum dalam penanganan berbagai bidgng o
rangka penanganan berbagai tindak pidana. 2) Pemngl?atan kgordmam
tindak pidana, mewujudkan antara instansi penegak
sistem hukum pidana dan hukum
perdata yang efisien dan | 1.2. Meningkatkan 1) Penyelarasan substansi
efektif, transparan, dan keterpaduan dalam KUHAP dengan peraturan
akuntabel bagi  pencari sistem peradilan pidana perundang-undangan lainnya.
keadilan dan  kelompok 2) Penyempurnaan mekanisme
rentan, dengan didukung koordinasi dan forum
oleh aparat penegak hukum komunikasi antara instansi
yang profesional dan penegak hukum
berintegritas. 3) Pendidikan bagi aparat
penegak hukum untuk
mengatasi disparitas
pemaHak Asasi Manusiaan
dalam pemberlakuan dan
penegakan hukum
4) Pembangunan sarana dan
prasarana yang berbasis
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SASARAN

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

5)

6)

teknologi termasuk sistem
informasi manajemen
penanganan perkara pidana
yang terintegrasi, transparan
dan akuntabel.

Penerapan sistem pengawasan
internal dan eksternal
sehingga dapat mencegah
terjadinya penyalahgunaan
kewenangan.

Penguatan kapasitas Lembaga
Pemasyarakatan dan Rumah
Penyimpanan Benda Sitaan
Negara.

1.3.

Melaksanakan Sistem
Peradilan Pidana Anak

1)

2)

3)

Peningkatan koordinasi antar
Kementerian/ Lembaga
Peningkatan kemampuan
aparat penegak hukum dan
stakeholders

Penyusunan peraturan
pelaksanaan; penyediaan
sarana dan prasarana; serta
pengembangan restorative
Jjustice

1.4.

Melaksanakan
Reformasi Sistem
Hukum Perdata yang
mudah dan cepat

1)

2)

Revisi peraturan perundang-
undangan dibidang
keperdataan;

Perlindungan KI.

1.5.

Meningkatkan kualitas
Aparat Penegak Hukum

1)
2)

3)

Peningkatan kesejahteraan
aparat penegak hukum
Penyempurnaan mekanisme
promosi dan mutasi
Rekruitmen aparat penegak
hukum

Sasaran 2:

Terwujudnya penghormatan,
perlindungan, dan
pemenuhan hak atas
keadilan bagi warga negara.

2.1.

Melakukan harmonisasi
dan evaluasi peraturan
terkait Hak Asasi
Manusia

Harmonisasi

peraturan nasional

dan daerah berdasarkan prinsip

Hak

Asasi Manusia dan

kesetaraan gender

2.2.

Penanganan pengaduan
Hak Asasi Manusia

1.

Pelaksanaan, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan Hak
Asasi Manusia

. Optimalisasi penanganan

pengaduan pelanggaran Hak
Asasi Manusia

2.3.

Penyelesaian secara
berkeadilan atas kasus
pelanggaran Hak Asasi
Manusia masa lalu

. Konsensus bersama dalam

upaya penyelesaian kasus
pelanggaran Hak Asasi
Manusia

. Memfasilitasi proses

pengungkapan pelanggaran
Hak Asasi Manusia masa lalu

. Penanganan kasus pelanggaran

Hak Asasi Manusia masa lalu
akan dilakukan melalui
pembentukan suatu komisi
yang bersifat ad-hoc/temporer

2.4.

Optimalisasi Bantuan
Hukum dan Layanan
Peradilan bagi
Masyarakat

. Sosialisasi, penyelenggaran

bantuan hukum

. Penguatan institusi

penyelenggaraan dan
pelaksanaan pemberian
bantuan hukum, dan pelibatan
pemerintah daerah dalam
pelaksanaan bantuan hukum

2.5.

Penanganan Kekerasan
Terhadap Perempuan dan
Anak

. Penguatan mekanisme

koordinasi aparat penegak
hukum dalam penanganan
kasus kekerasan terhadap
perempuan dan kekerasan
seksual terhadap perempuan,
serta penguatan mekanisme
tindak lanjut penanganan
kasusnya

. Perlakuan khusus dari aparat

penegak hukum dalam
penanganan kasus kekerasan
dimana anak sebagai saksi
maupun korban
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SASARAN ARAH KEBIJAKAN STRATEGI

3. Penyediaan fasilitas prasarana
penunjang sehingga dapat
mengurangi pra dan pasca
trauma yang dihadapi oleh
anak.

4. Upaya peningkatan
kemampuan dan pemaHak
Asasi Manusiaan dari aparat
penegak hukum dalam
menangani kasus anak sebagai
korban atau saksi

2.6. Meningkatkan 1. Pendidikan Hak Asasi Manusia

pendidikan Hak Asasi bagi aparat penegak hukum
Manusia 2. Sinkronisasi dan sinergi fungsi
penelitian dan pengkajian

2.7. Membangun budaya

hukum Peningkatan pemahaman

masyarakat terhadap hukum yang
diharapkan akan dapat
menumbuhkan partisipasi
masyarakat dalam mengurangi
terjadinya pelanggaran hukum
serta berperan dalam proses
pengawasan penegakan hukum.

B. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

SASARAN ARAH KEBIJAKAN STRATEGI

3.1. Harmonisasi Peraturan

Sasaran 3: Perundang-undangan di Evalueclisi dan }ziarmonisasi p(c;lfg%llran
. : ; : perundang-undangan ibidan,

Menurunnya _ tingkat E;cia;ng;itmdak pidana tindak §idana gkor‘upsi denga;g{

korupm serta meningkatnya P mengacu pada ketentuan UNCAC

efektifitas pencegahan dan

pemberantasan korupsi 3.2. Meningkatkan Efektifitas 1. Pelaksanaan kerjasama luar
Implementasi Kebijakan negeri (mutual legal assistance)
Anti Korupsi dalam pengembalian aset hasil

tindak pidana korupsi

2. Penguatan mekanisme
koordinasi dan monitoring
evaluasi strategi

3.3. Meningkatkan 1. Pendidikan anti korupsi mulai

Pencegahan Korupsi dari pendidikan dasar hingga

perguruan tinggi.

2. Pendidikan bagi aparat penegak
hukum dan penyelenggaran
negara.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3.2.1. Peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat, dan
berkepastian hukum.

Strategi 1 :

a. Menyelaraskan Program Legislasi Nasional, Program
Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Program Pembentukan
Peraturan Presiden, serta Program Pembentukan Peraturan
Menteri.

b. Mendorong diselesaikannya proses pembahasan Rancangan
Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

c. Meningkatkan koordinasi dalam pengharmonisasian peraturan

perundang-undangan.
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3.2.2.

3.2.3.

d. Meningkatkan peran Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi
Manusia dalam memfasilitasi pembentukan produk hukum
daerah.

e. Peningkatan sumber daya manusia jabatan fungsional perancang
peraturan perundang-undangan.

f. Analisis dan evaluasi hukum nasional dalam rangka memastikan
pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan
telah sesuai ketentuan.

Pelayanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh

lapisan masyarakat_.

Strategi 2 :

a. Memperkuat peran dan fungsi central authority dalam
pelaksanaan kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah
pidana dan ekstradisi;

b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka
pelayanan hukum.

c. Pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan
layanan hukum termasuk penggunaan teknologi informasi (e-
government).

d. Mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat yang
membutuhkan.

e. Mendorong implementasi Undang-Undang Sistem Pidana
Peradilan Anak (UU SPPA).

f. Peningkatan dan efektifitas pelaksanaan bantuan hukum untuk
masyarakat miskin.

g. Peningkatan penyuluhan hukum untuk masyarakat.

h. Memperkuat sistem Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH).

Penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasyarakatan, dan
Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi
masyarakat.
Strategi 3 :

a. Memperkuat Rupbasan sebagai bagian dari sistem peradilan
pidana terpadu melalui peningkatan kualitas sumber daya
manusia dan dukungan sarana.

b. Melakukan pencegahan dan peningkatan pengawasan terhadap

terjadinya pelanggaraan keimigrasian dan kekayaan intelektual.
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c. Penguatan  Kapasitas Balai Pemasyarakatan, Lembaga

Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan

Anak Sementara (LPAS) sebagai bagian dari sistem peradilan

pidana terpadu melalui peningkatan kualitas sumber daya
manusia dan dukungan sarana.

3.2.4 Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia

serta budaya hukum masyarakat yang berkelanjutan.

Strategi 4 :
a. Penguatan kelembagaan sekretariat RANHAM (Rencana Aksi

Nasional Hak Asasi Manusia).

b. Peningkatan koordinasi dalam rangka penyusunan kebijakan
pemajuan, penghormatan dan penegakan Hak Asasi Manusia
antar instansi.

c. Sinergisitas kegiatan pendidikan dan penyuluhan hukum dan
Hak Asasi Manusia dalam rangka mendorong budaya hukum
baik dilingkungan instansi pemerintah maupun swasta.

3.2.5 Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM yang
berintegritas tinggi dan mampu menciptakan birokrasi pemerintah

yang professional.

Strategi S :

a. Melakukan koordinasi, fasilitasi, dan sosialisasi pelaksanaan
reformasi birokrasi di lingkungan kementerian;

b. Pembinaan dan pengelolaan keuangan sesuai peraturan
perundang-undangan secara transparan dan akuntabel;

c. Pengendalian internal (Quality Assurance dan Consulting)
melalui kegiatan pendampingan, evaluasi, reviu, audit,
monitoring, dan pengawasan lainnya serta penelaahan/
penanganan pengaduan,;

d. Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur melalui

pengembangan kompetensi terpadu.

3.3. Kerangka Regulasi
Kerangka regulasi digunakan untuk mengarahkan proses pembangunan
dan mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi anggaran
berdasarkan kajian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah

sebagaimana Lampiran II.
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3.4. Kerangka Kelembagaan
Kerangka Kelembagaan merupakan perangkat

Kementerian/Lembaga yang mencakup struktur organisasi,

ketatalaksanaan, pengelolaan aparatur sipil Negara, yang digunakan

untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi

Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM

Nasional.

Penguatan kelembagaan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia dilaksanakan melalui mekanisme penataan kelembagaan yang
diarahkan untuk memperbaiki terjadinya tumpang tindih tugas pokok dan
fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh sebab itu,
dilakukan restrukturisasi kelembagaan yang berfokus kepada penguatan
unit kerja melalui restrukturisasi organisasi, tata laksana internal
termasuk dukungan penguatan untuk penyelenggaraan bidang
pengembangan kepegawaian, dengan arah perubahan kerangka
kelembagaan :

a. Penataan tugas, fungsi, dan proses bisnis kesekretariatan di
lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

b. Pembentukan fungsi baru yang menangani teknologi informasi secara
terpusat;

c. Penataan dan pengintegrasian secara terpadu fungsi Pengkajian,
Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia;

d. Optimalisasi penyaluran Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin;

e. Peningkatan kompetensi dan pembinaan perancang Peraturan
Perundang-Undangan;

f. Penataan regulasi pembentukan Peraturan Daerah;

g. Penguatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai
pelaksana pendidikan, pelatihan dan penguatan kapasitas seluruh
pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

h. Penguatan fungsi pengawasan di Kantor Wilayah;

i. Pembentukan fungsi baru yang menangani analisis dan evaluasi
hukum nasional dalam rangka memastikan pembentukan dan
pelaksanaan peraturan perundang-undangan telah sesuai dengan

semangat reformasi hukum.
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BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

1. Indikator Kinerja Strategis

a) Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan,

b)

d)

bermanfaat dan berkepastian hukum dengan indikator kinerja :

1.Jumlah peraturan perundang-undangan yang terbentuk sesuai
dengan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan;

2. Persentase pasal peraturan perundang-undangan prakarsa
pemerintah yang dijudicial review di Mahkamah Konstitusi

Meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan

menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dengan indikator

kinerja:

1. Angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap
Pelayanan publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;

2. Jumlah Desa sadar hukum yang terbentuk.

3.Jumlah Tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam
masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima

maupun negara pemohon.

Terselenggaranya penegakan hukum di bidang Keimigrasian,
Pemasyarakatan, Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian
hukum bagi masyarakat, dengan indikator kinerja :

Persentase rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum
bidang pemasyarakatan, keimigrasian, dan kekayaan intelektual

Terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong

terwujudnya Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak

Asasi Manusia, dengan indikator kinerja :

1. Jumlah institusi pusat dan daerah yang melaksanakan program
aksi Hak Asasi Manusia.

2. Jumlah kabupaten/kota peduli Hak Asasi Manusia.

3. Persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM

yang ditindaklanjuti instansi terkait.
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e) Meningkatnya kualitas

Kementerian Hukum dan Ham RI.
1. Indeks Reformasi Birokrasi

2. Indeks Intergritas

2. Indikator Kinerja Program

a)

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Hukum dan HAM.

Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya ;

Outcome :

Terwujudnya Manajemen Organisasi yang

Akuntabel

Indikator Kinerja :

1. Indeks Reformasi Birokrasi

2. Indeks Integritas

3. Opini BPK atas Laporan Keuangan;
4. Nilai Akuntabilitas Kinerja.

Outcome :

penyelenggaraan Reformasi

Transparan

Birokrasi

dan

Terwujudnya Dukungan Peningkatan Sarana dan Prasarana Unit

Kerja Kementerian Hukum dan HAM.

Indikator Kinerja :

1.Jumlah pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana yang

tepat sasaran dan sesuai kebutuhan unit kerja.

2. Jumlah pembangunan rehabilitasi/renovasi gedung kantor sesuai

dengan kebutuhan unit kerja

c) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia

Outcome :

Meningkatnya Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan

Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Indikator Kinerja :

1. Persentase satuan kerja yang pengelolaan keuangannya sudah

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Baik

3. Jumlah satuan kerja yang berpredikat

Persentase satuan kerja yang akuntabilitas kinerjanya kategori

WBK/WBBM di

Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
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Angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap
Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

d) Program Administrasi Hukum Umum

Outcome :

Terciptanya kepastian Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum dan Pengembangan

Hukum Internasional di Indonesia

Indikator Kinerja :

1. Jumlah Permohonan Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum

yang telah diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar.

2.Jumlah tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam

masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun

negara pemohon.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan jasa hukum.

e) Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan

Outcome 1:

Meningkatnya Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pemasyarakatan

Indikator Kinerja :

1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan.

Outcome 2:

Terwujudnya penyelenggaraan Pemasyarakatan dalam Sistem

Peradilan Pidana

Indikator kinerja :

1.

2.

Persentase basan baran yang dikelola sesuai standar.
Persentase tahanan yang mendapatkan perawatan dan

pengadministrasian sesuai standar

3. Persentase narapidana yang mendapatkan pembinaan sesuai dengan standar.

4. Persentase anak yang mendapatkan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak

sesuai dengan standar.
Persentase klien yang mendapatkan bimbingan kemasyarakatan dan pengawasan
sesuai dengan standar.
Persentase tindak lanjut pengaduan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan

pemasyarakatan sesuai dengan standar.

f) Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

Outcome 1:

Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian

Indikator Kinerja :

a. Jumlah Pelayanan Keimigrasian yang diselesaikan sesuai

b.

dengan ketentuan

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian
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Outcome 2:

Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian

Indikator Kinerja :

1. Jumlah penyelesaian tindak pidana keimigrasian sesuai dengan
ketentuan;

2.Jumlah penyelesaian tindakan administratif keimigrasian sesuai

dengan ketentuan.

g) Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

Outcome 1:

Meningkatnya Layanan Kekayaan Intelektual yang Menjamin

Kepastian Hukum

Indikator Kinerja :

1. Persentase penyelesaian permohonan kekayaan intelektual sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kekayaan
intelektual

Outcome 2 :

Meningkatnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual

Indikator kinerja :

Persentase penyelesaian pelanggaran hak kekayaan intelektual

sesuai dengan ketentuan yang berlaku

h) Program Pembentukan Hukum

Outcome :
Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkualitas.
Indikator Kinerja :

1.Jumlah peraturan perundang-undangan yang disusun sesuai
dengan perencanaan dan Program Legislasi Nasional (Prolegnas);

2. Persentase (%) harmonisasi peraturan perundang-undangan yang
diselesaikan sesuai dengan permohonan.

3. Presentase (%) perancangan peraturan daerah yang difasilitasi
sesuai standar

i) Program Pemajuan Hak Asasi Manusia
Outcome :

Terimplementasinya Kebijakan Pembangunan yang Berperspektif

Hak Asasi Manusia
Indikator Kinerja :

1. Persentase Kementerian/Lembaga yang telah melaksanakan

program aksi Hak Asasi Manusia
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2. Persentase Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan program
a ksi Hak Asasi Manusia

3. Jumlah kabupaten/kota peduli Hak Asasi Manusia

4.Jumlah rekomendasi penanganan penyelesaian dugaan
pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti instansi

terkait.

j) Program Pembinaan Hukum Nasional

Outcome 1 :
Terwujudnya Pembinaan Hukum
Indikator Kinerja :

1.Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang
dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan dokumen
pembangunan hukum nasional.

2.Jumlah anggota JDIH yang memberikan layanan informasi
hokum yang terintegrasi.

3. Jumlah RUU dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan
PP, dan Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan
kebutuhan hukum dan arah perencanaan pembangunan nasional

Outcome 2 :

Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat

1. Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk di seluruh wilayah.

2. Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh

bantuan hukum.

k) Progam Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Outcome 1:

Tersedianya Rekomendasi Kebijakan yang digunakan Sebagai Bahan

Pembentukan Hukum Nasional
Indikator Kinerja :

Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum

yang dimanfaatkan untuk bahan pembentukan hukum nasional.
Outcome 2 :

Tersedianya Rekomendasi Kebijakan yang digunakan Sebagai Bahan

Perumusan Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Indikator kinerja :

Jumlah rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan kebijakan
yang dimanfaatkan untuk bahan perumusan kebijakan teknis di
bidang hukum dan hak asasi manusia.

) Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia.
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Outcome 1:

Meningkatnya Kompetensi Aparatur Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia

Indikator Kinerja :

Jumlah Aparatur Kementerian Hukum dan HAM  yang telah

mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan standar

kompetensi yang diperlukan

Outcome 2 :

Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki

kompetensi di Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan.

Indikator Kinerja :

Jumlah Lulusan Taruna Akademi Imigrasi dan Taruna Ilmu

Pemasyarakatan

Outcome 3:

Meningkatnya Kompetensi Aparatur Penegak Hukum dan Instansi

Teknis Lainnya di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia

Indikator kinerja :

Jumlah Aparatur Penegak Hukum dan Instansi terkait lainnya yang

telah mendapatkan pengembangan kompetensi secara terpadu

4.2. Kerangka Pendanaan

Rencana kebutuhan anggaran kedepan berdasarkan Kerangka

Pengeluaran Jangka Menengah sebesar :

KPJM
NO UNIT
2015 2016 2017 2018 2019
1. SETJEN
Program Dukungan
Manajemen dan 2.619.707.539 2.224.135.227 2.285.311.176 2.361.855.308 2.441.178.315
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
Program
Peningkatan Sarana 39.487.000 30.000.000 20.956.048 21.972.112 20.705.891
dan Prasarana
Aparatur
2. ITJEN
Program
Peningkatan dan
Pengawasan
Aparatur
Kementerian Hukum
dan Hak Asasi
Manusia 35.425.493 37.212.449 41.320.295 44.625.919 48.195.992
3. DITJEN AHU
Program
Administrasi Hukum 538.958.411 630.850.638 692.888.332 726.541.037 762.685.303
Umum
4. DITJEN PAS
Program Pembinaan 4.331.451.047 3.548.591.226 3.761.506.699 3.987.197.101 4.226.428.927
dan Penyelenggaraan
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KPJM

NO UNIT
2015 2016 2017 2018 2019

Pemasyarakatan

5. DITJEN IMIGRASI

Program
Peningkatan
Pelayanan dan 3.054.317.164 1.205.737.688 1.274.275.258 1.341.944.975 1.417.465.358
Penegakan Hukum
Keimigrasian

6. DITJEN KI

Program Pembinaan
dan Penyelenggaran 146.343.103 179.029.987 193.892.806 208.317.611 223.822.949
KI

7. DITJEN PP

Program
Pembentukan 60.594.384 62.798.125 65.178.165 67.748.608 70.524.686
Hukum

8. DITJEN HAK ASASI
MANUSIA

Program Pemajuan

. X 42.836.037 40.553.552 42.836.037 47.119.641 51.831.605
Hak Asasi Manusia

9. BPHN

Program Pembinaan
Hukum Nasional 114.585.347 107.460.286 130.997.728 132.817.970 134.731.559

10. BALITBANG HUKUM
DAN HAK ASASI
MANUSIA

Program  Penelitian
dan Pengembangan
KemenkumHak Asasi
Manusia

26.701.832 26.463.107 29.100.000 32.100.000 35.200.000

11. BPSDM

Program Pendidikan
dan Pelatihan
Aparatur 116.829.291 115.578.200 161.197.934 161.197.934 161.197.934
KemenkumHak Asasi
Manusia

JUMLAH 11.127.236.648 8.208.578.816 8.699.460.478 9.133.438.216 9.593.968.519

BAB V
PENUTUP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
perencanaan Pembangunan Nasional dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 40
tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
mengamanatkan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga agar menyusun
Rancangan Renstra K/L yang memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan
serta program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi K/L dengan berpedoman
pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
Atas dasar mandat tersebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah
menyusun Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan tugas dan fungsinya serta

fokus pada Prioritas Nasional.

Penyusunan Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang

telah melalui pembahasan internal dengan mengacu kepada tiga kegiatan
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prioritas yakni program prioritas Nasional, kegiatan prioritas Bidang dan
kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga, di sisi lain Renstra ini juga disusun
dengan pendekatan berbasis fungsi sehingga dipilah fungsi core bussines unit
dan supporting unit. Fungsi core bussines terbagi menjadi fungsi Pembentukan
Hukum, Fungsi Pelayanan Hukum, Fungsi Penegakan Hukum dan Fungsi
Pemajuan Hak Asasi Manusia, sedangkan Fungsi supporting terdapat pada

fungsi Organisasi dan Sumber Daya serta Fungsi Pengawasan.

Keenam fungsi tersebut direfleksikan ke dalam sebelas unit eselon I
yakni Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal
Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum,
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Imigrasi,
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia,
Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan Hak
Asasi Manusia serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Diharapkan Renstra yang telah
disusun ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam RPJMN dan
dipedomani oleh sebelas unit eselon 1 dengan penerapan tata nilai PASTI dan

implementasinya.
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PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK

ASASI MANUSIA TAHUN 2015-2019

PROGRAM LEGISLASI NASIONAL

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN

2015-2019

NO.

JUDUL RANCANGAN
UNDANG-UNDANG

PENYIAP
RANCANGAN

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000
tentang Perjanjian Internasional

Dewan Perwakilan
Rakyat/Pemerintah

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999
tentang Hubungan Luar Negeri

Dewan Perwakilan
Rakyat/Pemerintah

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dewan Perwakilan
Rakyat/Pemerintah

Rancangan Undang-Undang tentang Persandian

Dewan Perwakilan
Rakyat/Pemerintah

Rancangan
Negara

Undang-Undang tentang Rahasia

Dewan Perwakilan
Rakyat/Pemerintah

Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan
Nasional

Dewan Perwakilan
Rakyat/Pemerintah

Rancangan Undang-Undang
atas Undang-Undang Nomor
tentano Penviaran

tentang Perubahan
32 Tahun 2002

Dewan Perwakilan
Rakyat/Pemerintah

Rancangan Undang-Undang tentang Radio Televisi
Republik Indonesia.

Dewan Perwakilan
Rakvat/Pemerintah

Rancangan Undang-Undang tentang Konvergensi
Telematika

Dewan Perwakilan
Rakyat/Pemerintah/

Dewan Perwakilan

10.

Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan
Sumber Dava Nasional Pertahanan Negara

Pemerintah
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11. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Pemerintah
atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004
tentang Tentara Nasional Indonesia
12. | Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Dewan  Perwakilan
atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Rakyat
tentang Perfilman
13. Rancangan Undang-Undang tentang PerlindunganPemerintah
Data dan Informasi Pribadi
14. Rancangan Undang-Undang tentang WawasanDewan Perwakilan
Nusantara Rakyat/Pemerintah
15. Rancangan Undang-Undang tentang PerubahanPemerintah
atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009
tentang Pos
16. Rancangan Undang-Undang tentang PerubahanDewan  Perwakilan
atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001Rakyat/ Dewan
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Perwakilan Rakyat/
17. Rancangan Undang-Undang tentang PerubahanPemerintah
atas UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pusat dan
Daerah
18. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Dewan  Perwakilan
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Rakyat
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang
19. Rancangan Undang-Undang tentang PerubahanDewan  Perwakilan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 TahunRakyat
2014 tentang Pemerintahan Daerah
20. Rancangan Undang-Undang tentangDewan Perwakilan
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Rakyat/Pemerintah
21. Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan Dewan  Perwakilan
Rakyat
22. | Rancangan Undang-Undang tentang Susunan danDewan  Perwakilan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat,Rakyat/Pemerintah
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan|/Dewan Perwakilan
Daerah Daerah
23. Rancangan Undang-Undang tentang PerubahanDewan Perwakilan
atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentangRakyat/Pemerintah/
Partai Politik Dewan  Perwakilan
Daerah
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24. Rancangan Undang-Undang tentang PerubahanDewan  Perwakilan
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 Rakyat/ Dewan
tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Perwakilan Daerah
dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/ Tinggi
Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi
Negara.

25. Rancangan  Undang-Undang  tentang  SistemDewan  Perwakilan
Pengawasan Intern Pemerintah Rakyat/Pemerintah

26. Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Dewan  Perwakilan
Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, Bogar, Daerah
Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur

27. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali [Dewan = Perwakilan

Daerah

28. Rancangan Undang-Undang  tentang Etika Dewan  Perwakilan
Penyelenggara Negara/ Rancangan Undang- [Rakyat
Undang tentang Etika Lembaga Perwakilan

29. Rancangan Undang-Undang tentang PartisipasiDewan  Perwakilan
Masyarakat Daerah

30. Rancangan Undang-Undang tentang Dewan  Perwakilan
Penyelenggaraan Pemerintah di  Wilayah Daerah
Kepulauan.

31. Rancangan Undang-Undang Sistem PenyelesaianDewan  Perwakilan
Konflik Agraria Rakyat

32. Rancangan Undang-Undang tentang Perkumpulan Dewan  Perwakilan

Rakyat/Pemerintah/
Dewan  Perwakilan
Daerah

33. Rancangan Undang-Undang tentang KitabPemerintah
Undang-Undang Hukum Pidana

34. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum AcaraDewan  Perwakilan
Pidana Rakyat

35. |Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Dewan  Perwakilan
atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Rakyat/Pemerintah
tentang Kejaksaan

36. |Rancangan Undang-Undang tentang PerubahanPemerintah/ Dewan
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentangPerwakilan Daerah
Pengadilan Hak Asasi Manusia

37. | Rancangan Undang-Undang tentangDewan = Perwakilan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Rakyat/Pemerintah
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38. Rancangan Undang-Undang tentang PerubahanPemerintah/ Dewan
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011Perwakilan Daerah
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

39. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Dewan  Perwakilan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang|Rakyat/Pemerintah
Kepolisian Negara Republik Indonesia

40. Rancangan Undang-Undang tentang PerubahanDewan  Perwakilan
atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999Rakyat
tentang Hak Asasi Manusia

41. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum AcaraPemerintah
Perdata.

42. Rancangan Undang-Undang tentang PerlindunganDewan Perwakilan
dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat Rakyat/ Dewan

Perwakilan Daerah

43. Rancangan Undang-Undang tentang PerubahanDewan  Perwakilan
atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003Rakyat/Pemerintah
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

44. Rancangan Undang-Undang tentang PerampasanPemerintah
Aset Tindak Pidana

45. Rancangan Undang-Undang tentang MahkamahDewan  Perwakilan
Agung Rakyat

46. Rancangan Undang-Undang tentang Merek Pemerintah

47. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan [Pemerintah
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000
tentang Desain Industri

48. |Rancangan Undang-Undang tentang EkstradisiPemerintah
(mengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi)

49. | Rancangan Undang-Undang tentang Paten Pemerintah

50. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan [Pemerintah
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006
tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah

S51. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Dewan  Perwakilan
atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Rakyat
tentang Advokat

52. Rancangan Undang-Undang tentang JabatanDewan  Perwakilan
Hakim Rakyat

53. Rancangan Undang-Undang tentang Persekutuan [Pemerintah
Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan
Komanditer
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54. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan |Pemerintah
atas Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas

55. Rancangan Undang-Undang tentang PemindahanPemerintah
Narapidana

56. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan |Pemerintah
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan

S57. Rancangan  Undang-Undang tentang KomisiPemerintah
Kebenaran dan Rekonsiliasi

58. Rancangan Undang-Undang tentang Balai HartaPemerintah
Peninggalan

59. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Dewan  Perwakilan
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Rakyat
tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

60. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Dewan  Perwakilan
atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Rakyat,
tentang Narkotika

o1l. Rancangan Undang-Undang tentang PenghinaanDewan  Perwakilan
Dalam Persidangan Contempt of Court) Rakyat

62. Rancangan Undang-Undang tentang PerubahanDewan  Perwakilan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun[Rakyat
2004 tentang Komisi Yudisial

63. Rancangan Undang-Undang tentang PerubahanDewan  Perwakilan
atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KomisiRakyat
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

64. Rancangan Undang-Undang tentang PelestarianDewan Perwakilan
dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Rakyat /Pemerintah /

Dewan  Perwakilan
Daerah

65. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Dewan Perwakilan
atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Rakyat/Pemerintah
tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
dan Ekosistemnva

06. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Dewan Perwakilan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun[Rakyat /
1999 tentang Kehutanan Dewan  Perwakilan

67. Rancangan Undang-Undang tentang PerubahanDewan Perwakilan
atas UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang LandasRakyat/Pemerintah
Kontinen Indonesia
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68. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Dewan Perwakilan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun [Rakyat/Pemerintah
2004 tentang Perikanan
69. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan [Dewan Perwakilan
dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Rakyat
Ikan, dan Petambak Garam
70. | Rancangan Undang-Undang tentang ZonaPemerintah
Tambahan Indonesia
71. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Dewan Perwakilan
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Rakyat/ Dewan
tentang Sistem Budidaya Tanaman Perwakilan Daerah
72. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Dewan Perwakilan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun Rakyat/Pemerintah
2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil
73. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Dewan Perwakilan
atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Rakyat/ Dewan
tentang Perlindungan Varietas Tanaman Perwakilan Daerah
74. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan [Dewan Perwakilan
atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Rakyat
tentang Karantina Hewan, lkan dan Tumbuhan
75. Rancangan Undang-Undang tentang KedaulatanDewan Perwakilan
Pangan Rakyat
76. Rancangan Undang-Undang tentang Jalan Dewan Perwakilan
Rakyat/ Dewan
Perwakilan Daerah
77. Rancangan Undang-Undang tentang TabunganDewan Perwakilan
Perumahan Rakyat Rakyat
78. Rancangan Undang-Undang tentang JasaDewan Perwakilan
Konstruksi Rakyat
79. Rancangan Undang-Undang tentang Arsitek Dewan Perwakilan
Rakyat
80. Rancangan Undang-Undang tentang SistemDewan Perwakilan
Transportasi Nasional Rakyat
81. Rancangan Undang-Undang tentangDewan  Perwakilan
Pengembangan Pembangunan DaerahRakyat
82. | Rancangan Undang-Undang tentang PercepatanDewan  Perwakilan
Pembangunan Daerah Tertinggal Rakyat
83. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Dewan  Perwakilan
atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Rakyat/Pemerintah
tentang Badan Usaha Milik Negara
84. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Dewan  Perwakilan
atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Rakyat/ Dewan
tentano Penanaman Maodal Perwakilan Daerah
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85. Rancangan Undang-Undang tentangDewan Perwakilan
Perkoperasian Rakyat/Pemerintah /
Dewan  Perwakilan
Daerah
86. Rancangan Undang-Undang tentangDewan = Perwakilan
Pertembakauan Rakyat
87. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Dewan  Perwakilan
atas Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1999 Rakyat
tentang Larangan  Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat
88. Rancangan Undang-Undang tentang LaranganDewan  Perwakilan
Minuman Beralkohol Rakyat
89. Rancangan Undang-Undang tentang Bahan Kimia [Pemerintah
90. Rancangan Undang-Undang tentang MetrologiPemerintah
Legal
91. Rancangan Undang-Undang tentang Badan UsahaDewan  Perwakilan
Milik Daerah Daerah
92. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Pemerintah
atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen
93. Rancangan Undang-Undang tentang EkonomiDewan  Perwakilan
Kreatif Daerah
94. Rancangan Undang-Undang tentangDewan = Perwakilan
Kewirausahaan Nasional Rakyat
95. | Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Dewan  Perwakilan
atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Rakyat/Pemerintah
tentang Minyak dan Gas Bumi
96. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Dewan  Perwakilan
atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Rakyat/Pemerintah
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
o7. Rancangan Undang-Undang tentang PerubahanDewan Perwakilan
atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002Rakyat/Pemerintah
tentang Sistem Nasional Penelitian,
Pengembangan, dan Penerapan [Imu|
98. Rancangan Undang-Undang tentang PengelolaanDewan  Perwakilan
Sumber Daya Alam Rakyat
99. Rancangan Undang-Undang tentang Geologi Dewan  Perwakilan
Rakyat/ Dewan
Perwakilan Daerah
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100. | Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Dewan Perwakilan
atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 Rakyat
tentang Energi

101. | Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Dewan  Perwakilan
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Rakyat
tentang Pendidikan Tinggi

102. | Rancangan Undang-Undang tentang Keadilan danDewan  Perwakilan
Kesetaraan Gender Rakyat/Pemerintah

/ Dewan Perwakilan
Daerah

103. | Rancangan Undang-Undang tentang TanggungDewan  Perwakilan
Jawab Sosial Perusahaan Daerah

104. | Rancangan Undang-Undang tentang PenyelengiDewan Perwakilan
araan Ibadah Haji dan Umrah Rakyat

105. | Rancangan Undang-Undang tentang PenyandangDewan Perwakilan
Disabilitas Rakyat

106. | Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Dewan Perwakilan
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Rakyat/ Dewan
tentang Perkawinan Perwakilan Daerah

107. | Rancangan Undang-Undang tentangDewan  Perwakilan
Kepalangmerahan Rakyat

108. | Rancangan Undang-Undang tentang PraktikDewan Perwakilan
Pekerjaan Sosial Rakyat

109. | Rancangan Undang-Undang tentang LembagaDewan Perwakilan
Pendidikan Keagamaan Rakyat

110. | Rancangan Undang-Undang tentang KetahananDewan Perwakilan
Keluarga Rakyat

111. | Rancangan Undang-Undang tentang PerlindunganDewan Perwakilan
Umat Beragama Rakyat/Pemerintah

112. | Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Pemerintah
atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentano Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

113. | Rancangan Undang-Undang tentang PerlindunganDewan Perwakilan
Pekeria Indonesia di Thiar Neoeri Ralwvat

114. | Rancangan Undang-Undang tentang PerlindunganDewan Perwakilan
Pekerja Rumah Tangga Rakyat

115. | Rancangan Undang-Undang tentang Pembinaan,Dewan  Perwakilan
Pengembangan dan Pengawasan  SediaanRakyat/ Dewan
Farmasi, Alat Kesehatan, dan PerbekalanPerwakilan Daerah
Kesehatan Rumah Tangga
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116. | Rancangan Undang-Undang tentang PerubahanDewan Perwakilan
atas Undang-Undan Nomor 2 Tahun 2004 [Rakyat
tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
117. | Rancangan Undang-Undang tentang Kebidanan |Dewan Perwakilan
Rakyat/ Dewan
Perwakilan Daerah
118. | Rancangan Undang-Undang tentangPemerintah
Kekarantinaan Kesehatan
119. | Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Dewan  Perwakilan
atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 [Rakyat
tentang Tenaga Kesehatan
120. | Rancangan Undang-Undang tentang PraktikDewan  Perwakilan
Kefarmasian Rakyat
121. | Rancangan Undang-Undang tentang PengawasanDewan Perwakilan
Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Rakyat
Indonesia
122. | Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Pemerintah
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang
Wabah Penyakit Menular
123. | Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan [Pemerintah
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakeriaan
124. | Rancangan Undang-Undang tentang PengawasanDewan Perwakilan
Ketenagakerjaan Rakyat/Pemerintah
125. | Rancangan Undang-Undang tentang  SistemDewan  Perwakilan
Pengupahan Rakyat/Pemerintah
126. | Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Dewan Perwakilan
atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Rakyat/Pemerintah
tentang Sistem Pendidikan Nasional / Dewan Perwakilan
Daerah
127. | Rancangan Undang-Undang tentangDewan  Perwakilan
Kebudayaan Rakyat
128. | Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa danDewan  Perwakilan
Kesenian Daerah Daerah
129. | Rancangan Undang-Undang tentang SistemDewan Perwakilan
Perbukuan Rakyat
130. | Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Dewan Perwakilan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rakyat/ Dewan
Kepariwisataan Perwakilan Daerah
131. | Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Dewan  Perwakilan
atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Rakyat

tentang Serah Karva Cetak dan Karya Rekaan
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132. | Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Dewan  Perwakilan
Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun Rakyat/Pemerintah/
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara|Dewan  Perwakilan
Perpajakan Daerah

133. | Rancangan Undang-Undang tentang PerubahanDewan  Perwakilan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 TahunRakyat/Pemerintah
1999 tentang Bank Indonesia.

134. | Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Dewan  Perwakilan
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Rakyat/Pemerintah
tentang Pasar Modal

135. | Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Dewan  Perwakilan
atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Rakyat/Pemerintah
tentang Penerirnaan Negara Bukan Pajak

136. | Rancangan Undang-Undang tentang PengurusanDewan  Perwakilan
Piutang Negara dan Piutang Daerah Rakyat/Pemerintah

137. | Rancangan Undang-Undang tentang JaringPemerintah
Pengaman Sistem Keuangan

138. | Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Dewan Perwakilan
atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Rakyat/ Dewan
tentang Keuangan Negara Perwakilan Daerah

139. | Rancangan Undang-Undang tentang PerubahanDewan  Perwakilan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 TahunRakyat
1992 tentang Perbankan

140. |Rancangan Undang-Undang tentang PembatasanPemerintah
Transaksi Penggunaan Uang Kartal

141. | Rancangan Undang-Undang tentang PajakPemerintah/ Dewan
Penghasilan Perwakilan Daerah

142. | Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Pemerintah/ Dewan
atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Perwakilan Daerah
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

143. | Rancangan Undang-Undang tentang PengelolaanPemerintah/ Dewan
Kekayaan Negara Perwakilan Daerah

144. | Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Dewan  Perwakilan
atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 Rakyat
tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar

145. | Rancangan Undang-Undang tentang PerubahanPemerintah
Harga Rupiah

146. | Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Pemerintah
atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992
tentang Dana Pensiun

147. | Rancangan Undang-Undang tentang Lelang Pemerintah
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148. | Rancangan Undang-Undang tentang Penjaminan. Dewan  Perwakilan
Rakyat

149. | Rancangan Undang-Undang tentang PenjaminanPemerintah
Polis

150. | Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Pemerintah
atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004
tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

151. | Rancangan Undang-Undang tentang Penilai Pemerintah

152. | Rancangan Undang-Undang tentang PengadaanDewan  Perwakilan
Barang dan Jasa Daerah

153. | Rancangan Undang-Undang tentangDewan  Perwakilan
Perekonomian Nasional Rakyat/ Dewan

Perwakilan Daerah

154. | Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Pemerintah
atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

155. | Rancangan Undang-Undang tentang LembagaPemerintah
Pembiayaan Pembangunan Indonesia

156. | Rancangan Undang-Undang tentang Bea Materai |[Pemerintah

157. | Rancangan Undang-Undang tentang Pajak BumiPemerintah
dan Bangunan

158. | Rancangan Undang-Undang tentang PajaklPemerintah
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang
Mewah

159. | Rancangan Undang-Undang tentang PeningkatanDewan Perwakilan
Pendapatan Asli Daerah Rakyat

160. | Rancangan Undang-Undang tentang TabunganDewan Perwakilan
Haji Rakyat

161. | Rancangan Undang-Undang tentangPemerintah
Pengampunan Pajak

162. | Rancangan Undang-Undang tentangDewan  Perwakilan
Perkelapasawitan Rakvat

163. | Rancangan Undang-Undang tentang KedaulatanDewan Perwakilan
Sandang Nasional/RUD tentang Pertekstilan Rakyat

164. | Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan [Pemerintah

Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi
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165.

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Pemerintah

166.

Rancangan Undang-Undang tentang KeamananDewan Perwakilan

Laut

Rakyat

167.

Rancangan Undang-Undang tentang PenghapusanDewan Perwakilan

Kekerasan Seksual

Rakyat

168.

Rancangan Undang-Undang tentang JabatanDewan Perwakilan

Pejabat Pembuat Akta Tanah

Rakyat

169.

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan

Dewan  Perwakilan
Rakyat




s 2016, No.317

LAMPIRANTI

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASAST MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN
HAK ASAST MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA TAHUN 20152019

RERANGEA KERJA DAN PENANGGUNG JAWAB KINERJA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

-

Y [ ' i
| i e

www.peraturan.go.id



2016, No.317

-56-

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAR
ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA
STRATEGLS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2015-2019

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN

Eamaran Frogram [Cutome) |

Unt Crgeniz | KJLf-E-

Targef Al (fp 00] i Pl | JE-B8

Susaran Kegiatan (Chaput)inchlenter

ik

a3 il P il e 015 il a7 il an

HEMENTERIAN HUKUM Tl HAM

Terbentulnya peraturan perundang-undengan

yenp berkeadlan, beenmanzal dan becheastion

| | i} it it i I

www.peraturan.go.id



-57-

2016, No.317

Jumlah Desa sadar hukum yang lerbentuk

173

173

17

175

175

Jumlah Tindek Janjut kerjasama tantuan
timbal bl dalam masalah pidana batk
Indlieels asbagal negia penedinna maupUn
agara pefihion

10
Hokumen

12
dekumen

15
Hekumen

Hokumen

dibumen

Terzelznggarenya penzgelen hukum di bidang
Fetmigrasian, Pemasyerakatan, dan Keleyaen
Intelektual yang meegamin kepaatisn hukum

hag magyarakat

e

A

it

persentase rala-rafe inghat panyelesaian
permasaizhan hukum bidang pemasyarakatan,
Feiripyeian, dan kekaysan intelektual

554

Teeimplerenaaikanny bekakan nasions]
yang mandcreng terwuudnya pangharmatan,
perlindungan dan pemanufian HAM

H&

HA

4

HA

Jumlah instituz pusat dan daseah yang,
fielakzanaken peogram skl HAM

L

15

Jurmlah kabugatenfhota paduli HAM

1%

Ferasntaes tskomendeal penanganan dugean
pelanggaran HAM yang difindekdanjuti inst ansi
farkat

65

555

Meningkatnya kualitas penyelenggarazn
Reformast Etrckras! Kementerian Hukum den
HAMEI

H&

HA

4

HA

Indlks Fefzrmagi Eirleral

]

Il Integritar

40

X

30

SEKRETARIAT JENDERAL

Fregram Dubungen Manajemen dan Peleksanean Tugas Telms Lainaya Remenkumbam

Termfudna Menajemen Crganizas
smentkumham yang Transparan dan
Heunfabel

Pusat dan
Taerah

261970753
§

211352

T

13531117
fi

236185540
L]

24411763
]

Sbertarial
Jender|

/L

Indlekes Reformas Eirokrast

Indke Integrtee

a0

Cpin: EFK atas Laporan Feuangan,

WP

Jilaj Aluntabilitas Kinerja

8Kl

Hubungan Massaeakal, Hubum cin Kerigeana
Famentarian Hukum dan HAM

Pusat

5066544

4535454

4860587

S100.53

335075

Biro Hurmas

KL

Layeanan Kehumnazan den Keejapars Antar
litembagnan Calem legen

Jumlah layanan kejasama smenterian
Hubaun dan HAM degan KL stau inatanai
Jai can organisel maeyarakat yang
ditinakanjut

-

www.peraturan.go.id




2016, No.317 58

Ktz Luar Nagent

Jumlah layanan kejasama Kamanternan
Hulum dan H&M dengan negara lain dan 12 12 12 12
badan nternasional yang ditindaklanjuti

Liayeatan Petyalan Betita dan Enformest

Jurmlah Beeita dan Informae yeng ; )
dipublkaskan 1% 1% 1% 140

Layanan Panyslssaian Masalah Hukum

Jumlah Layanan Pangaduan dan Masalsh
Hukum yang terasleesikan din memiiki 12
Febuatan hukum tetap

" B

Dl Pusat nmm | s | msne | aoes | mimsn i KL
Famwnriarian Hukum dan HAM

k2
Fepszawman

Selekal Pegevei han Infaerva Kepegaesian

Jumlah Dokureen Pereneanaan, Panennpatan
DM dein Beleked Pegamsd eeeuai Beban Kerje, 3 i 3 3
Koenpetonsi, Integritas den Tepat Pl

Fasilifas Adrminiatras. Pegawar

Jurnlah Layanan Perfinan, Koneultael,
Ferlindungan dan Kesgahteraan Kspsgawaian

Analisis Pengembangan Kartr dan Kompetenat
Jatatan

Jurnlah Cokuréa Analies Kebutuban,
Fengerrhangan Karir, Knpatetal Jabatan scara P 5 o @
Tepat Wakiu den Transparan mefalul Sistem
Layanan Informast Kepegeminian

Mutas, Xepanghatan, Pangun, dan
Peimbeitisatian Pegamal

Jumlah Cayenan Mutaei, K38 dan

Fenatun, Pemberhentian saara Tepat Wakiu
dhan Ahurat melalui Sistem Layanan Informasi
Hepegamaian

Fenikaen Fineeja dan Penghergasn Pegamal

" o

Jurlah Cayenan Penileian Kinsejs, Perbingan
Cisipln, K Bk, sseta Penghargasn Pegawed

i ::;ggmemm;m‘mw e e | omeis | wena | noSes | LEEEE | Hebuen | B

Fernknazn dan Pengetclaan keuangan

Jumlah Layenan Perbendiharsan kepida
aaluan betfa seaual peeaturan panindang- 12 12 12 12
undangan secare transparan dan aluntabel

www.peraturan.go.id



Ferbendzharaan dan Fembinaan Pengelcle
Kauangan Kemenkumham

-50-

2016, No.317

Jurmlah Jspanan peebendsharan den
pembinazn pengelolaan kauangan secara tapat
waktu, transparan dan akuntabel

Fembinaan Akuntanal dan Pefaperan Kevangn
fr—

Jumlah lapanan peenkingan skuotansl dan
pelapocan keuangan yang disusun secara tepat
waktu, transparan dan akuntabe sasuzl SAF

Fengelolaan Pelaksanaan Anggaran
femetkumham

Jumlah Jayanan pengelolaan pelaksanazn
angyaran ying clauen pecits. tranapaan dan
ahuntabd

-

H

Ferenoenzan, Fengenggaren dan Pelakaanzan
Frograim dan dalam Keeangha Pengelusran
Jangha Veneagah dan Berban Kinega

Pt

15,676,588

16,261 48

19.1220%

00602

0973193

Bty
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Pereceniaan Fyograrn dan Angparsn

Jumlah dzkumen rencana kerja dan anggaren,
yang disusun szoars leget waktu, tapat
BASANN den akuntatel

Evaluas! dan Laparan Hasi Pelaksznaan
Frogram dan Kagiatan Kamentenan

Jurnlah piborrendiel evelueed pelakaanasn
Fregriim dan Kegiatan, serta dokuroen Japersn
akuntabilitas ke

Fenataan Kelembagaan dan Crganisas Tat
Hetja

Jurmlah rekarigndsel enalusel kelembegean
yany teeatruktur kelsnbagasnripa dalam
ot ganieae T e

Katefalaksanaan Kementerian

Jumlah dikumen 0F, analisa jabatan dan
eqaluzsi abatan, serta standansast sarana
harn. dan Peta Frosss Buams

Refcrmaal Eirclras!

Jumlah dkumen st birckesal
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Fencana kebutuhan millk negara
-

www.peraturan.go.id



2016, No.317

Jumlah dzkumen rencana kebutuhan EMN
yang disusun secara teget wakdtu, epat
a0 can akuntabel eeeusl etandar bareng
danstandar kebutuhan
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Peminidahianganan, Pemuanahian an
Fenghapuean BAN

Jurmlah Jayanan pembinaan dan pengendalian
arsing peceachisan eaciea shuntabel dan
{ransparan

3

Fenatausahaan dan Pengawasen Serta
Fengendalian BN

Jumlzh dzkumen penateusahazn den
pengawasan serta pangendalian EMN

Status Penggunaan, Femanfaatan Serta
Fengamanan Pemetharaan BMN

Jurnlah dekuran atatus paaggunan,
pemanfaatan serte pengamanan pemsiharean
a5etai betentuan

Layeanan Pengadsan Barang dan Jaes

Jumlzh Jayanan pengadazn tareng dan jasz
yang disusun secara teet waktu, bepat
aaaatan dan akuntabel

SHE

Pelayanen Kefalausahenn dan Ferumsh
Tanggaan fsmenkumbam

Pusat

20317189
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LTIaEsL 37
1
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2

182440238
2

1 8868166
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Bira Urmum KL

ckctan dan Pelakesnzan Pengamanan

Jumlah Japanan beprotckoleeen perta
pelabasnasn pengamanan yang terlekeang
dengan balk dan lancar ssausi afuren

n

o

Kerumafianggan Sekjen

Jumlzh Jayanan kerumzhtanggan secara fepat
waktu

Fine Sikap Mental dan Layanan Fesehatan

Jurnlah Jayanan pembinaan e, jaemani
dan Jayanan lessehatan dlingieungan satker
pusat

Layeanan Uruean Tata Uesha Fimpinan

Jumlah layanan urusan tata usaha pmpinan

ae0are gt wakhy

Ainiateeei Tata Peeoureatan dan Keavaipen
Fementaran
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Wilaysh Kemenluriham.
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Ranoana farfa dan Anggaran Satuan R di
Linghungan Kasmi

Jumlah delumen peeencanaan dan
pEngAnggAran yang tepat sesaran, ekuntabel
dan {ransparan

H

Kapegmwaian, Administras Kuangan dan
Feelinghagan Serta Tl dan R Fanwil

Jurlzh Jayanan kepegmeatan yang tepat postel
dan tepat wektn

]

H

Jumlzh Jayanan keuangan yang akurat dan
thuntabsl

H

Jurmlah Japanan BMY yang teepstakan veeusl
Febutuban

Jumlah Jayanan ketetausahasn yang akurat
dan shuntkel

Layanan Kehumasen Kanell Kemekurham

Jurmlah informa hegdatan kantor wikayah yang
disetarluaskan) dputhizsan kepady
masyarekat

]

H

K8

Fusal Dita dan Teknclog) nformasi
Hfementerian Hulum dan HAW

Pusat

£.600.523

55968 162

6.203.952

G431

BETRATD

Pugat Tila dan
Infermasi

KL

Tersedianyz Pengelelzan Janngan dan Dafa
yang Termbegras! dalam Fectal Kementenan

Huum dan HAM

Layeinan Ketatausshaan Pusst Dita din
Tekmologi Informee!

n

o

Stancansas dan Kejasama Teknclzg!
Infeemasi

Layanan Dala dan Pengamanan Jaringan eer
Femalnaraan Jatingan

e

Fregrim Petinghaten Barana dan Fraearana Aparstur Femekurham

Termyjudnya Dubingan Peningkatan Sarana
dan Fraearana Unit i Rementetian Hukum
dan HAM

Fueat dan
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487000
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Jumlah pambangunan, pengadaan sarana dan
HUSEAIEIA YN tepat paearn dan seeLel il 11 1l 1
Febutuhan unit heeja

Jurlzh pembangunan rehabiltasi rencias
geetung kanter aseusi dengan Rebutubian unit 1l 11 1l 1l
e

gpy | Fnbsngunan/Pongan Peringltan dass | g ol | slslo 0 0 1 Rt | KL
ofan Fraszrana Pusat

Terpsnuhi Serana dan Frasarana di
Linglungan Kanter Fusat

Jumlah sarana dan prasarana di [nglaungan
Kantor Pusat yang terpenuhi ssual ksbutuhan

Jumlzh pembangunan, rehebibtast
dilinglrungan kantor Fusst yang tergsaubi 1 1 il il
sseei bebutuhen

g | ke ke Bk S |, ot | dwwe | Ao | amu | ome | O

dan Frasarana Fanwi]

Terpsnuhi Serana dan Frasarana di
Linglungan Kanter Coerah

Jumlzh sarana dan prasarana dilingkungan
kantor wilayah yang terpenuhi sesua 3 FS) k) kL)
kebutuhan

Jumlah peimbengunan, rehebiltee
dibngleungan kantor wilzyah yang terpenuht 1 1 i U
sesul kebufuhan

INSPEKTORAT JERDERAL

3 | Frogrem Fengamasan dan Feninghatan Akunfabilitas Aparatur Kemenkumham

Neninghatrya akuniabiltes pelaksanzan fuges
EF3 | dan fungm dlingleungen Kamentenian Hukom BAEAE ( FU4N | AS0NE | MEEND | 41BN [
il !
Freesntas estuan kerja yang pengelclaan
heuangannya audah aseusi dengan Standse - - At Bk W
Aeunfans) Femerintzhan
Freesntaps astuan herfe vang akuntakilites . . 1 1 J
kinarjanya kategect Eaik H o (i
Jumlah satuan keeja berpeedikat WEK/WEEM
o lighungan Keroenterien Hukum dan HaM
Angka rata-rata Indsks Kepuasan Mesyarakat
Terhrdap Pelayanan Publlk i finghungan
Hementerian Hukur dan HAM Ep T T T 7

Inspektorat

Inspekiomat

SKL | Pengawasan Kinere lnspeklorat Wikyah! Pusat 244l | 2amam | oomims | ameors | sdleses Hlaph!

Termujudnya Satuan Ferja Vilayah Eetas dan
Hrupat (WEK] | Wilayah Eirctres Berah
Melayant (WEEM) di Linghuungan Inspekterat
Vilayah |

Jumlah Usulan Satuan Kerja Wilayah Bebas
dan Kzrupst [WEE)/Wilayah Birokras: Bereth

din Melayan [WEEN

2 2 2 3 3

shr | S | Sk | e | Suke A S O K
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Termujudnya Layanan Pengawasan malalul
Pengukuran [nikke Kepusean Mesparskat
Tehradap Pelayanan Publlk di Linghungen
Inspekiorat Wilayah Il

Dioburnen Indeks kepuasen masarabat
terhadap pelzyanan publik l l l l l ) b3 3597 M9 KL

Termujudnya Layanan Pengawasan Melalu!
Fernbinazn Pengendalian [nternal pads Satuan
et Linghungan eapedtocst Wilaysh [

Jumlah lapanan peagsndalien intemal [Quality
Heauranas dan Congulting) melalut kagiatan
pendampingan, evaluast, reviu, audi, 83 3 @ 1 i
anitaring, dan pengiwaan linnya st begitan | begian | begiatan | hegltan | hegstan
penelashan penengansn pengacien

L3307 2123874 2188 | 24lLTE

Ingpktoret

SK2 | Pongamanan Kinse Inspektorat Wiiysh 1 Pusst LA | el | 2TRD | S040TH | 23lA0 tiyah I

Termjudnya Satuan feeja Wilayah Bebas dari
eeupsi (WEK] | Vilayah Birckrasi Eersih
Melapani (WEEM di Lingkungan Inepektoest
Vilaysh [

Jumlah Usalan Satuan Heeja Wilayah Bebea
dlan Kerupst [WEK])/Wilayeh Birckras) Bersth 1 2 1 3 3

o p ar y /
dan Wefayant [WEBM) Satleer Gather Satlesr Sather Sather o & &1 AL P

Termyjudnya Layanan Pengawasan melzlul
Fengukuran [ndels Kepuasan Masyaraleat
Terhadap Peayanan Publik di Linglungan
Inapsktorst Wilsgeh I

Diokurnen indeks kepuassn masparabat

p . P s ”
techedap paleyanan putlk ! ! | l ! ) Ha ih MY it

Termujudnya Layanan Pengawaszn Melalut
Fembinaer Pengendalian ntarnal pads Satuan
e o Linghungan eapeltoest Wilayeh (1

Jurlah Japanan peagsndalien intemal (Quslity
Hsaurancs dan Congulting) malalu kegiatan
pendampingan, evaluast, reviu, audi,
soanituring, dan pengiwaan linnya sseta 2] i i fl i

¥ 53 213, a0 | asiirs
penelashan penengansn pengachian bagatan | hegistan | begatn | hepishn | beiabo il R e | it

i vkmuﬁmmmmmm Pur i | sms | owems | werm | saso %m;

Termjudnya Satuan fierja Wilayah Betas dani
Hetupei (WEK) | Wilayah Birchrsel Berah
Melisni (WEEH di Lingkagan [nspekeral
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Vilayah [

Jumlah Usulan Satuan Heeja Wilaysh Bebss 4 I

dart Horugel (WBH) Wikyah Birckraed Bieraih

il ol - o . 50 a5 waur | s il
i ey FEEL Satker Satkar Sather Sather Sather

Termjudnya Layansn Pengawaean melelul
Fetgukuran [ndeke Kepusean Masparskat
Tachadap Peayanan Fublik di Linghungan
Inspekiorat Wilayzh I

Dolkumen indeks kepunean masyarakat

1 l 1 l l W 3B 387 e KL
farhadap pelayanan publtk

Termujudnya Layanan Pengawasan Melalul
Fermbinsen Pengendalian [nternel pada Satuan
Linghungan [napekoat Wiksyeh (I

Jurnlah Jspanan peagandalian intemal (Quality
Aaursnca dan Congultng) melalui kegiatan a@ %
pencampingan, valusel, ran, Budlh
fivtoting, dan pengadaean linaye s
peneleahan) penanganan pengaduan

= £ £

bagatan | heglatan bagatan | hegiatan kagiatan WERY | RGNE | debBd (AT

m;:nl\im oo R e P o | 2w | omms | aoems | amess [ el

e Wilayzh ¥

Terwujudnya Satuan e Vilayah Esbaz dani
Ketupst (WEE) / Vilayah Birckerast Barsh
Melapan (WEEM) di Lingluungan Inepektoest
Wilaysh [V

Jurnlah Uralan Satuan fetja Wilayeh Bobes 2 2 2 4 3 o e » i
an Kerupat [WEK)Wilayah Birckras: Bersth Satker Eather Gather Sather Eather el R o LA Kl

dan Melayani [WEBM

Teewjudny Layanan Penpawaean malelui
Fenguburan [ndeke Fapuaean Mesyarahat
Terhrdap Pelayanan Publlk di Linghungen
Inspektorat Wilayah IV

Dokumzn indeks kepussan masyarakat

l l l l l b1 k) 387 nue KL
tarhadsp palayanan publia

Termujudnya Layanan Pengawaszn Melalut
Pembinsen Pengendalian [nteenal pada Satuen
e Linghungan [napeltoest Wilaysh [V

Jurmlah Jspanan pengendalian intemal (Quality
Asaursnca dan Conaultng) melslui kegiatan £ 5
petcampingan, svaluse, ranl, Bucl
fivtoting, dan pengadaean linaya s
penelashanpenanganan pengaduan

i il 2

kagatan begiatan bagatan | hegialan | heiatan g Al LHHE, | RSl

m;:‘f‘“ﬁ‘"“”m""""”’"”““' sl e | 2 | o | aoemm | sz [ el

di WizhV
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Termjudnya Satuan Reeja Wilayah Betas dari
Horupei (WEK) | Vilayah Birchreai Berah
Melayant {WEEN| di Linghuungan Inspekterat
Vilayah ¥

Jurlzh Usulan Satuan Kerja Whlayah Bebas

dan eeugat [WBR) Wilsysh Birckeas Bereth
dan Melayan: [WEEM)

2 Sather

2 Sather

2atleer

3 Gatheer

20

a5

AT

Jin4e

B

Teemjudnye Layanan Pengawaean melelui
Fengukuran [ndsks Kapuasan Masyaraleat
Terhadap Pedayanan Publik di Linglungan

Inpaktorst Wilsgeh ¥

Dokumen indeks kepuasan masparakeat
terhadap pelayanan publik

k)

387

nue

KL

Termjudnya ayansn Pengawaesn Mlalul
Pembinasr Pengendalin el pads Satuan
Kerja di Linghungan Inspeletocat Wilayeh ¥

Jumlzh Jayanan pengendalian intemal (Quality
Aeauranca dan Congulting] melslni kegiatan
pendampingan, evaluast, reviu, audi,
manitaring, dan pengawasan fainmya secta
petelaahan penanganan pengacan

]
legatan

36
kegiatan

legatan

il
kegatan

legraten

La3.ar

212874

231178

Sk

Hegitan Pengamasn Kinerja nepebiorst
Wilaysh 1

Pt

2170578

3174169

6640

560,34

430708

Inapedorst B
Wilsgah i

Termjudya Satuan Heeja Wilayah Bebag dari
Hotupai (WEK) | Vilayah Birchreal Berah
Melayant {WEEN] di Linghungan Inspekterat
Vilayah 11

Jumlzh Usulan Satuan Kerja Whlayah Bebas
dar Keeupal (WBE)Wilspsh Birckeaei Beredh
dan Melaani [WBM)

sk

2
Stk

QeJk-:r

Bathet

3
Bather

war

43048

Termyjudnya Layanan Pengawasan melzlul
Fengukuran [ndel Kepuasan Masparaleat
Terhrdap Pelayanan Publlk di Linghungen
Inagatorst Wilspeh V1

Dokurien Lndeka hepusesin magparekat
terhadap pelayanan publik

k]

o7

U

Termjudnya ayansn Pengawaean Mlalul
Fernbinazn Pengendalian [nternal pads Satuan
Kecja di Linghungan Inspebctocat Wilayzh Y1

Jurlzh Jayanan pengendalian intemal (Quality
Aearace dan Conuling) melalui kegiatan
pendampingan, evaluast, reviu, audi,
meaitoring, dan pengawasan lainnya st
ptelaahan penenganan pengachuan

g2
hegiatan

3
hegintan

®
kegiaten

1
eginten

i
esgatan

164 169
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PEvIER 1

3500670

Y

Dubungan Manajeruin dan Teknle Lainnya

Pusat

1931301

200745

G
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Sekretiat
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Termjudnya teacana ketja dan sngparen
a5t Japaran Hinee pengiwaan Seare Topst
Wiaktu, Tepat Sasaran dan Aluntabel

Jurmlsh delaumen rencana berja dan angpasan

AT — 1240k 12dck 1240k 12dok 12dck Baaa #5508 L e
Termujudnya Layanan Kepsgawaian

j”;g;“‘m;:gﬁ:gmﬁ'mms” Wherng | Whcrang | M0owg | Qlermg | Ddomrg 0RA0 | 10 | LIBED | Loz
Termjudnya ayanan Keusngan

Jumlah Japanan pelakasrisan anggaren,

e e oo | e | e | bem | 0| ¥ BE | A

el dan tegat earen

Termujudnya Layanan Teknelog) Informasi

Jurmlah Jsyanan pasespan tekclogl inloras,
pegilolsan date bas haeil pengaweesn,
petgicuan rsepaakat /WS din gratiGlaed

[Bbulen | 12wl | (20 | 12%Wen | 12bulan

H5.4%6 Ba0E [l GER.E66
lpanen | lgaeen | lpanan | Byasen | layenen e : z

Termyjudnya Layanan Kenumahtanggsan din
Petgilolsan EMY Aluntatel

Jumlah Jspanan heeureahtanggan, BMY, tata

i bl | 12toln | D20l | 1Dbubn | 12bulan
e et s dan protobole yang ! ! il el A

73,30 181.8% 190806 20055

ey ayznan zyanzn |ayznan leyanzn |ayanan
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7 5 5 5 ok
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Ferneliharazn Perkcantoran (002 |ayznan zyanzn |ayznan leyanzn |ayanan Hedl 1 R A

DIREHTORAT JENDERAL ADMINISTRAS] HUKUM UMUM

4| Frogram Adrviniatrsal Hukum Unum

Tareintanya Fapatian ayanan Jus

Admnistrasi Hukum Umim dan . A e Dirdetocat
e RN Pusat SREAALL | GAS0GIR | ECRRRIE | TMOSHLOST | Ta2GES I3 Jeocea B

Indonesia

Jumlah Fesmcheren Leyanan Jas
Avinietesai Foukum U yeng elsh
ciselmsatkan tepet walthu dan sssua standar

AN | TR4000 | TGN [ TABOOO | TESE0
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10 dekumen

12 dokumen

15 debumea
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indek Kepuasan Masyarakat terhadap
Layanan jusa admnistrast hukum umim

i

3

318

3

KEH

)

Fenyelsnggarsan Teknclog) Infoemasd
Aminlatesai Huloum Urnn.

Pusat

13752275

142514

14,925 804

Direklerat
1567219 j
Infermas

Teradlenggarenya Layanan Teknolog) Informast
Administrast Hukum Umum

Jumlah dukumen Kebieban, Evelusa dan
Dubiungan Tebo Teknelog i

Ll
dokurin

ke

il
Hekumen

l
Hekumen

Bl
dibumen

Jumlah Jalur Jaringan Komunikeas! dan

Fetanghat Kerap yang dikembangian

§jalur

Sjalur

5 e

B e

SJaI Iy

Jumlah Layanan Teknolzg) nformast
Administeasi Hukum Umum

12 Bulan
Iayanan

12Eulwn
Jeyanzn

12Bulan
layanan

12Bulan
layanzn
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layanan

ke

Adminiateeai Ohoritas Fuset dan Hukum
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Pugat
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HA13250

3643813

Dieckorst
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den Hubum
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38161108

Peinghatan Keriaessia Hukum meblui
Chotitas Pueat

Jummlah tindak Jnt techadap peemohonan
timbal balik dan ekstradis yang ditaruskan
dan dan kepada instans! tereait sesual

et peraturan perunidang-undangan

10
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12
dolumen

dokumen

dokumen

il
dolumen

Cralt perjanjian MLA dan ehatredisl yeng
diusun sssuai dengen hetentuan peraturen
perundang-undengan
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4 dralt

4 drlt
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bidang hukum imjeenasional
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dokumen

dokumen
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Fenanganan gugatan pihak seing hegads
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| gugatan

| pugatan

| gugatan

| pugatan

1 gugatan
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K3
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il
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Jurmlah pamberian aurat b
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Auntabl, Ketataueshaan dan
Kerumahtanggaan yang Bk Serta Pengslolan
BN yang Tepat dan Transparan

-02-

Teeatiauaunnya delaumen rencana program din
anggaran yang akountatel dan tegat waktu

Puest

Terselenggaranya layanan keuangan yang
fransparan dan akuntakel

Pugat

12 Bulan

12Bulan

12Bulan

12Bulan

12 Bulan

Teeataunnya dokumsn pelakasnaan R dan
Dt nformal hae hegiatan dn nggaren
serta laporan kineqa hegintan yang slountabel
dan tepat wakiu

Puest

2ok

Dok

Terslenggaranya pambinaan dan
pengerrhangan aparatur BPHN dengen
diubung lateen adminietreed yang akuntate]
dantipat waktu

Fuest

20 aeang

20 crang

20 geang

20 crang

erang

Terbangunnya ehea poetil EFHIY, ackvinielrad
erjasama dan terselenggaranya sistem
penatausahaan dan kearsipan BFHN

Pusat

12 Bulan

12Buln

17Bclan

12Bulan

12 Bulan

Terselenggaranya pengelolaen BMN dan
Ferumehtangasen yang aluntabel den
iranaparan

Fuest

12 Bulan

12Bulan

12Bulan

12Bulan

12 Bulan

Terselenggaranya cperamonal dan
pemebierazn perkanioran

Pusat

12 Bulan
Layanan

12Euln
Layanan

12Bulan
Layanan

12Eulen
Layanan

12 Bulan
Layanan

3KG

Penyelenzgarzan Pembinzan Hukumdl
Wayah

s

o 3506

S3.6068

ML

Divsl
WM | Pelayanan
Hukum

Terselenggaranya pambinan den
pembengunan hukum di tingkat Ceerzh
engan didukung perencanan hukum di
fingleat Dazrah; Anclisis dan Evaluas: hukum
i dasesh, peninghatan kssedsean hukum
risearaleat dan teeselenggaranys bantuan
hukum serta teresdianya dokumentas) dan
Joringen informest hokum,

Teradlenggaranya Jayanzn informasi hukum
mefalu sistem JCIEN

Dazrah

33 Wilayah

23 Wilayzh

33 Wilzyah

23 Wilayzh

33 Vhlayah

Meningkatnya leader hesadaran hulum
masyarekat dan terbentuknya Desa Sadar
Hulum

Tazrah

33 Wilayah

33 Wilayah

33 Wilayzh

33 Wilayah

33 Wilayzh

Jumlah erang, masyarakat miskin yang
memperaleh bentuan hulum tigast

Tazrah

635

B500

G200

BE00

£E00

Jumlah hegiatan bantuan hukum nen btigasl
eriken hepad otangkelompik

masyarekat miskin

Daarsh

1500

1500

&0

150
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Terlaksananya pelaksanaan bantuan hukum
axei engan hatentun yang berlaky Doerah | 23Wlgpsh | 20Wilapsh | 33Wlepah | 23Wsysh | 33 Wilapah

BALITBANG HUHUM DAN HAK AGASI MARUSIA

Fregrem Fenliian dan Fengamtangan
Hementerian Hulum dan HAM

Teraedieripa Rekermandaad "Mﬁg Baliftang
SPLIA | diguneken Sebagal Eahan ful Fumat EMIEL | EARIT | 2100000 | 300000 | 3500000 | Hubumden
Hulum Hesional HAM

Jurnlzh rekormendast hasil pensitian den
pengambangen hukum yang dimanfaatlen 5 3 4 #
untuk bahen perrbentuban hukum nesionel

il Teraediepa Rekormandaed Hebijakan Tang
JE Digunakan Sebagai Behan Perumuaan
Ketaban Hukum dan HAM

Jurnlah siborrndsel hael penglsjian dan
pegiriangan hebijakan yang dirmandsatkan

o c 7
untuk bahan perumsan esbijakan teknis i i 4 1 w
bidang huluum dan hak asast manusia
Fusat
81| Peneliian dan Fongembangan Hulum Fusat s | 1gsas | rreee | man | omen | Peimdn oy
Pengembangan
Hikum
Rekarencaal Hal Fenslitian dan
Pengiribangan Hukurn Sstegai Bahan
Fernbentukan Hukum Nasicnal.
Jurlah rekormendast hasil penshitian dan
pengambangen hukum setaga tehan 15 bl & 2
pembentukan hukum nasicnal
Fusat
g | B iy Pusat g | emas | s | sz | o | Peiede o
Manusia Pengambangan
Hint
Fetarmendas Hasl Fenelitian dan
Pengiribangan Hek Aesei Manuala Sebegai
Bahan Penumuiaan Keb{eban Hak fesd
Manugia.
Jumlah seboriendae el ponelitien dan
pengembangan hak asasl manusia sehagal a P 1 5
bahan perumusan kebijakan hak asast E
AR
Fusat
8K3 | Penghajian dan Pengermbangen Kebijdan Pugat LE02SR0 | LEM2IR | 17EAOVE | lBGREN | 20MTR Pmigun!:jn;n |
Hebiaken
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-94-

Rebeornencam Hazll Fengleajian dan
Fengerrbangan Kebyjakan Sebagal Bshan
Ferumusan Kebijakan Teknus di Bidang Hukum
i Hale Al M

Jumlah reomendast hasil penghayian dan
pengerbangan kebijakan sabagal bahan
perumisan kezbijakan telnis & bidang hukum
dar ik el e

a4

Fengsrilangsn Dita can Infoerraet Penelilian
Hulaum dan Hak Asazi Manuzia

Pusat

1,502,580

LE32le

1753076

183330

Fusat
Penpambarigan
Dta dan

AT Infermesi

LH4TER Peaslfan i

Hukum den
Helhesai
Mansiz

Dt i nforensal Penlitian Huburo dan Hake
Hssl Manusia sebagel Bahan Fecumusan
ebtjalean d Fidang Huleum dan Hale Asst
Marueis

Jurmlah bk meagened date dan infoerrad
peneltian hukum dan Hak Assal Manua
arbaga bean rekemendlal kebifbn

budang hulum den hak asasi manusa

Publikas: Haeil Panialiban dan Pengembangan
Huloum dan HAM.

Juimlsh bl paaelitian din pengeritangan
ik dain hak aesal manusa yang
dipubbseikan pada jutisl

¥

M

Dulangan Manayerren dan Palsksanaan Tugas
Tekoie Lainny Biachn Penelitan can
Pengerrlangain Hukurn da HAM

Puest

16299118

19763047

2134409

2051619

Setbaltbang
Mp0578 | Hubumndan
HaM

Cokurmsn Perencanaan Frogram, Anggeran dan
filembagean Beden Litbang Huhum dan Hak
Ao Manusia

Jumlzh doturmen perncanaan program dan
anggran yang dhaalkan

Jumlgh dokurmen svalusal pelekensan
progrem yang cihailken

Jumlzh dekumen reformast birkresi din
helambegman yang dihasilkan

wa

wa

=]

wa

Dokumen Administrast fepegawaian Sadan

Litbang Hukeum, dan Hak Ased Manueia

Jumlah debumen sdminiatrasl pagwl vang
akuntabel

Jumlah bulsn leyanan kepsgawaian

Dokumen Pengelolazn Keuangan Badan
Litbang Huleum dan Hak Asa Manusia

www.peraturan.go.id



Jurlgh laporan beusngan yang aluntabel dan
fepat waletu

-O5-
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Jurlzh bulan layanan pelalmanzan anggaren

Patsitlas et anggatan g
alhuntabd

Dokurien Pengelcbsan Barang Millk Negars
Bacan Littang Hukum dn Halk Aesed Manugia

Jumlah delumen peaglulasn BMN yang
akurat dan akuntabel

=
(=1
=
a

Jurnlzh bulan layanan kerumahtanggaan den

petlenghagan

Layanan Palaleansan Kshumasan dan
atatausahazn Badan Lifbeng Hulum dan Hale
B Manuaia

Jumlzh bulan layanan kehumazan dan
hatatausshasn

Dokurien Pelskeanasn Tugas Tekoie Lain
Badan Litbang Hukum dan Hak Asasl Manusia

Terlaksananya tugas teknus lun Balittang
Hubum dan HAM

Layanan Perbantorsn Badan Litkang Huleum
s Hale el Mamuel

Jurlzh bulan layanan perkantoran Baltbang
Hubaun dan Hak Aeaal Maraia yang ekl

L

Fenyelsnggaraan Peneliizn dan Pengemtangan
Hukum dan HAM di Wikagah

R O

2T

s0iLne

Dinigt
S250640 | Pelspanan
Hukum

Rebeomenclas) Heal Kayian Wilayzh Sebagel
Bishan Penalitian dein Pengetmbangn Hulrum Laerah
dan Hale fase Manieia

Jumlah reomendeat hisall kajlan wileysh
askagad behan penslitian dan peagsenbangan
Hubum dan HAM

&2
2=
o=

Hasl Peneliian dan Pengembangan Hulkum
dan Hak Asan Manusia yang Disosialisas di

Kbyt

Jurlah Kaby¥ota yang mendapathan
sostaiseal hasil penellbian dan pengembangan
Hukoum dan ek Aesai Manusia

'BADAN PENGEMBANGAN SUNBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASAGI NANUSIA

12

Fenldiian dan Pelatlhan Aparatur Kementerlan Hukum dan HAM
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-96-

L i e | oum | e | oaw | oom | oum | e | ceman | 6o | s | B
SR ALK Q60 HA
Juiilah
el wn | oma | oo o | oww
bl
| |
"f,i‘ Fuz
1% 1% 1% 1% 198
i Pljast
} }
Bl 16 an n i
81 | Pl P gt Pt w0 | e | o0 | 260 i s | smteo | s | sz P“K’O"mf;;g'n”;”
Fenylenggarsan Ponilaian Kompetenal
durmlah dokuman Frofl Kempstensl fparatue
Heerenteeian Hukum dan HAM yang ahuret 200 200 2t bl 470240 L2040 4700
chan ekuritabe]

» Rt
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Jumlah lulusan yang mengilti Fendidikan
dan Pelatihan bickara Hompstenai di Bidang
Fenanganan Siatem Peradien Fidana Teepadu
(gFPT

~97-

2016, No.317

K3

Penyelenggarman Perdidian dan Pelatihan
Fungsional dan HAM

Pusat

1400

E711450

7.735.460

16.257.452

16,257 452

16.257.492

Pueat
Pengambangan
Fungsional dan

HaN

Fenyelenggaraan Pendidikan dan Peatihan di
bidang Pungsionsl dan HAL

Jumlah Julusan Dikiat yang meningkat
Kerpatenainiya di bidang Funigaicnal dan HAM

1400

715

1250

1250

Jurnlsh Julusan Dikdat yang meninglat
Korgsteasinya i bidsng HAM bag. Aparat
Fenagale Hukum

150

Dulangan Menajerren dan Duleungan Teknis
Lainniya EPSDM Hubum dan HAM

Pusat

35132844

23,443,729

35.137.657

25,137 657

47,797,847

Sekcretarial

BPEDM

Tersdenggaranya Dukungan Administrafif den
Fasilitatif & Lingkungan EPSOM

TersanNY 8 BckUITEN parentanan program
dan anggeran yang akuntabel dan eget
sasaran

36

E=E)

EEE)

Terzdsnggaranya layanan keuangan EFSDM
yang transparan, akuntabel dan feget waktu

&07.500

530,554

635,854

Teraedianya Dokumen dan [nformast
Kepegawaian yang Akurat dan Tepat Waktu

2315654

2413.257

2413267

Tersusunnya dskumen sraluas dan pelaporan
yang akuntabel dan tepat walctu

1768500

1.856.925

1.855.925

1B56925

Terausunnya Dokurmen Kerjaeams,
Ketatelaksanaan crgenisest dan Fefcrmast
Eirokrasi

133.450

145005

145,008

145,028

Terausunnya deumen BMN pang slaurat dan
aluntabsl

300,770

220,847

330,847

320.847

Tersediany informasi dan kebijakan yang

dagat di publiksaikan

255,060

ETEST

267,557

267557

Fengelolsan Kerumahtanggsan kepussan
pegavm ates layanan kerumahtanggasn

224 807

256557

256.937

256,537

Terselenggaranys Jayanan peckantcran BPSOM

5884 215

OB2IBAZI

o8I 423

28,228,423

Fendidikan Kedinasan

Pusat

24624911

25,753,705

43.955.583

45559583

49,553,583

Feningkatan kualitas peryslenggaraan
pendidisan kedinasen biding Pemasyarakaten

130

00 826

12511157

20793528

207

20793 538

AKIF

Jurlsh lulussn yang mengusesi il dan
kehlian tebmie Permasyaraiatan

130

B854 557

8744 045

21.091.500

21.091.500

21.091.500

Fenyelenggaraan Pengeiciaan heuzngan,
perlengkapan dan rumah tangga, peesncanan
dan pelaporan yang aluntabsl

434673

4,767,092

&,702,038

B702038

Peningkatan kualitas pnyelenggaraan
pendidiban kedinaaan bidang Keimigragian

11,424,075

20,166,045

20,166,045

0,166,045

AM

Jurmlgh lulugan yang meaguase ilmu dan

heshlian tekonis Keimigrasian

11,424,075

20,166,045

20,166,045

0,166,045

SKE

Fenyalenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur di Wilagah

5713

5371

5,744

20,659,585

31,8365,56

31,835,2%

31 B35

K/L

Feryelenggaraan Pendidiian dan Felathan
aterian

Aparatur pada Kantor Wilsyah K
Hukurn dan HAM

Jumlah luluzan yang meagikuti pendicikan
dan pelatihan beebaeia kommpatensd di Kantor
Wilaysh

5719

5371

5744

5744

5744

30,659,588

30,609,568

31,835,056

31,835,205

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
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